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ABSTRAK 
 
 ADZAH RAWAENI (B11113332), Implementasi Larangan 
Penggunaan Alat Tangkap Cantrang pada Jalur Penanggkapan Ikan. 
Dibawah bimbingan Farida Patittingi dan Sri Susyanti Nur. 
 Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui Bagaimana pelaksanaan 
ketentuan hukum tentang larangan penggunaan alat tangkap cantrang 
pada jalur penangkapan ikan dan mengetahui faktor-faktor penghambat 
penegakan hukum tentang larangan penggunaan alat tangkap cantrang 
pada jalur penangkapan ikan. 
 Penelitian ini dilakukan di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi 
Sulawesi Selatan, Dinas Perikanan Kabupaten Barru, Pangkalan 
Pendaratan Ikan Pelabuhan Paotere Kota Makassar, Pangkalan 
Pendaratan Ikan Sumpang Binangae Kecamatan Barru. Yang bertujuan 
untuk mendapatkan data primer dan data sekunder. Data diperoleh 
dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan 
dokumen dokumen terkait. 
 
 Hasil penelitian ini menujukkan 1) Pelaksanaan ketentuan hukum 
tentang larangan penggunaan alat tangkap cantrang pada jalur 
penangkapan ikan di wilayah Kelurahan Gusung dan Kelurahan Sumpang 
Binangae telah disosialisasikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota 
Makassar dan Kabupaten Barru, dan hasilnya menujukkan bahwa 
sekarang pengguna cantrang di kelurahan Gusung dan Kelurahan 
Sumpang Binangae mulai berkurang. 2) Faktor penghambat dalam 
penegakan hukum larangan penggunaan alat tangkap cantrang di 
Kelurahan Gusung dan Kelurahan Sumpang Binangae, pertama alasan 
ekonomi dan finansial. Pengadaan dan penggantian alat tangkap baru 
membutuhkan dana yang tidak sedikit. Kedua, proses verifikasi kapal 
dengan alat tangkap baru membutuhkan waktu yang lama, sehingga perlu 
waktu untuk mengganti alat tangkap cantrang ke alat tangkap yang ramah 
lingkungan. Ketiga, kurangnya pemahaman dan kesadaran dari 
masyarakat nelayan akan pentingnya kelestarian ekosistem laut demi 
generasi yang akan datang. 
 
 
 
ABSTRACT 
 
 ADZAH RAWAENI (B11113332), The Implementation in the Use of 
Cantrang Fishing Equipment Prohibition in the Fishing Lane. Under the 
guidance of Farida Patittingi and Sri Susyanti Nur. 
 The purposes of this study are to find out how the implementation 
of legal provisions on the ban on the use of cantrang fishing equipment on 
fishing lane and to find out the inhibiting factors of law enforcement on the 
ban on the use of cantrang fishing equipments on fishing lane. 
 This research was conducted at the Provincial Marine and Fisheries 
Department South Sulawesi, Barru County Fisheries Service, Fish 
Landing Base of Paotere Port Makassar, Fish Landing Base Sumpang 
Binangae District Barru. Which aims to earn primary data and secondary 
data. The data were obtained by using collecting data technique through 
interviews and collecting related documents. 
 The results of this study indicate 1) the implementation of the legal 
provisions on the ban on the use of cantrang fishing equipment on fishing 
lanes in the area of Gusung and Kelurahan Sumpang Binangae has been 
socialized by the Department of Marine and Fisheries Makassar and Barru 
regency, and the results show that now the cantrang’s user in the area of 
Gusung And Kelurahan Sumpang Binangae began to decrease. 2) 
Inhibiting factors in law enforcement prohibition of cantrang fishing 
equipment in Kelurahan Gusung and Kelurahan Sumpang Binangae, first 
economic and financial reasons. Procurement and replacement of new 
fishing gear requires a lot of fund. Second, the process of verifying a ship 
with a new fishing gear takes a long time, so it takes time to change the 
cantrang fishing gear into an environmentally friendly fishing gear. Third, 
the lack of understanding and awareness of the fisher community on the 
importance of ecosystem for the sake of future generations. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
  Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri atas 17.504 pulau 
dengan panjang kedua di dunia sesudah Kanada. Wilayah Indonesia yang 
terbentang dari sabang sampai marauke terdiri dari 1/3 daratan dan 2/3 
lautan yang setelah diratifikasinya Konvensi Hukum Laut PBB 1982 
(selanjutnya disebut Konvensi 1982) oleh Indonesia berdasarkan undang-
undang No.17 tahun 1985, luasnya menjadi 7,9 juta km2 terdiri dari 2 juta 
km2 daratan dan 5,9 juta km2 lautan.1 
 Apabila dirinci keadaan luas laut Indonesia adalah sebagai berikut : 
1. Perairan Teritorial  : 0,4 juta km2 
2. Perairan Nusantara  : 2,8 juta km2 
3. Zona Ekonomi Eksklusif : 2,7 juta km2 
 Maka lautan Indonesia meliputi 70% dari seluruh wilayah 
Indonesia. Bagian negara yang sangat luas ini merupakan aset nasional 
jangka panjang yang mengandung potensi sumberdaya alam, termasuk 
sumberdaya ikan (selanjutnya disebut sumberdaya ikan). 
 Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki potensi sumberdaya 
ikan yang sangat besar dan keanekaragaman hayati yang tinggi, dimana 
perairan Indonesia memiliki 27.2% dari seluruh spesies flora dan fauna 
                                                          
 
1
 Alma Manuputty, dkk, 2012, Identifikasi Konseptual Akses Perikanan Negara 
Tak Berpantai Dan Negara Yang Secara Geografis Tak Beruntung Di Zona Ekonomi 
Eksklusif Indonesia, Arus Timur, Makassar,hlm.1 
yang terdapat di dunia meliputi 12 % mamalia, 23.8 % amphibia, 31.8% 
reptil, 44.7% ikan, 40% moluska, dan 8.6% rumput laut. Adapun potensi 
sumberdaya ikan meliputi, sumberdaya ikan pelagis besar, sumberdaya 
ikan pelagis kecil, sumberdaya udang penaeid dan krustasea lainnya, 
sumberdaya ikan demersal, sumberdaya moluska dan teripang, cumi-
cumi, sumberdaya benih alam komersial, sumberdaya karang, 
sumberdaya ikan konsumsi perairan karang, sumberdaya ikan hias, 
penyu, mamalia, dan rumput laut.2 
 Pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 
(UUD RI 1945) merupakan landasan utama dalam pengelolaan kekayaan 
alam di bumi Indonesia, sehingga dalam pengelolaan sumberdaya yang 
berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan protein dimanfaatkan untuk 
kepentingan bersama rakyat Indonesia. 
 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor  31 tahun 2004 pengganti 
Undang-Undang No.9 Tahun 1985 tentang Perikanan menyatakan bahwa: 
“Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan 
pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya 
mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan, sampai dengan 
pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis 
perikanan.” 
 
 Perikanan merupakan salah satu sumber kelangsungan hidup 
manusia yang sangat penting. Potensi perikanan yang sangat besar 
tersebut dapat memberikan manfaat yang maksimal secara berkelanjutan 
bagi negara dan masyarakat Indonesia, bila dikelola dengan baik dan 
                                                          
 
2
 Kementrian Kelautan dan Perikanan, “Pendekatan Ekosistem dalam 
pengelolaan perikanan Indonesia”,EAFM, diakses dari http://www.eafm-indonesia.net/, 
pada tanggal 15-03-2017 
bertanggungjawab.  Hal tersebut juga telah diamanatkan dalam Undang-
Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor  45 Tahun 2009 Tentang 
Perikanan Pasal 6 ayat 1 yang menegaskan bahwa pengelolaan 
perikanan ditujukan untuk tercapainya manfaat yang optimal dan 
berkelanjutan, serta terjaminnya kelestarian sumberdaya ikan.3 
 Permasalahan perikanan tangkap baik berupa permasalahan sosial 
ataupun menurunnya stok sumberdaya ikan sebenarnya sudah sejak lama 
timbul, namun saat itu bobot permasalahan yang timbul tidak seberat apa 
yang dihadapi saat ini. Penggunaan bahan peledak, bahan kimia beracun, 
hilangnya alat tangkap pada saat operasi, penggunaan alat tangkap non - 
selektif merupakan contoh-contoh permasalahan yang secara langsung 
berkaitan dengan kasus penurunan stok sumberdaya ikan maupun 
kerusakan lingkungan perairan. 
 Dari beberapa contoh permasalahan yang disebutkan, penggunaan 
alat tangkap tidak ramah lingkungan contohnya cantrang yang terus 
berkembang pesat telah menimbulkan permasalahan serius. Penggunaan 
alat tangkap cantrang inilah yang dapat merusak lingkungan laut atau 
sumber daya laut karena penangkapan ikan dilakukan dengan tidak 
memperhatikan aspek lingkungan serta menimbulkan konflik antara 
nelayan tradisional dan nelayan mesin. Oleh karena itu, Pada tahun 2015 
Menteri Kelautan dan Perikanan mengeluarkan peraturan tentang 
larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan 
                                                          
 
3
 Kementerian PPN/Bappenas, Kajian Strategi Pengelolaan Perikanan 
Berkelanjutan, Direktorat Kelautan dan Perikanan, Jakarta, 2014, hlm.2. 
pukat tarik (seine nets) di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik 
Indonesia yakni Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) 
Nomor 2 tahun 2015. Salah satu alat tangkap ikan yang dilarang dalam 
peraturan tersebut adalah cantrang. Hal ini dikarenakan jumlah pengguna 
cantrang semakin bertambah setiap tahunnya. Adanya peraturan tersebut 
memunculkan berbagai pandangan di kalangan nelayan.  
 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 
didasarkan oleh kesepakatan bersama antara pemerintah dengan 
kelompok nelayan yang dilakukan sejak tahun 2009 untuk menindaklanjuti 
kebijakan sebelumnya. Penetapan kebijakan pelarangan alat tangkap 
tersebut juga didasarkan oleh kondisi perikanan Indonesia yang mulai 
menurun setiap tahun. Turunnya hasil produksi perikanan diakibatkan 
adanya kerusakan ekosistem laut seperti padang lamun maupun terumbu 
karang. Kerusakan ekologi yang terjadi disebabkan oleh penggunaan alat 
tangkap perikanan yang tidak ramah lingkungan, sehingga dasar laut 
teraduk dan memutuskan rantai makanan yang mengakibatkan jumlah 
ikan berkurang. Di samping itu, penetapan peraturan tersebut 
memengaruhi struktur kehidupan sosial-ekonomi nelayan. Hal tersebut 
membuat nelayan harus melakukan strategi-strategi adaptasi untuk 
bertahan hidup apabila peraturan tersebut diberlakukan. Namun sejak 
diterbitkannya, peraturan menteri tersebut mengalami penolakan oleh 
nelayan sehingga pemerintah kembali menerbitkan Peraturan Menteri 
Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Jalur 
Penangkapan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah 
Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Meski peraturan 
tersebut sudah diberlakukan pada kenyataannya penolakan terhadap 
peraturan menteri tersebut terus terjadi sehingga pemerintah memberikan 
batas waktu toleransi hingga 31 Desember 2016, Namun, atas desakan 
dari berbagai pihak, Kementrian Kelautan dan Perikanan akhirnya 
mengizinkan penggunaan alat tangkap cantrang hingga Juni 2017. Hal 
tersebut tercantum dalam Surat Edaran (SE) No B.1/SJ/PL.610/1/2017 
tentang Pendampingan Alat Penangkapan Ikan yang Beropreasi di 
Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, akan tetapi 
sejumlah nelayan mengeluhkan kebijakan menteri kelautan tersebut, 
nelayan memerlukan masa transisi untuk dapat menyesuaikan alat 
tangkapnya sehingga sampai saat ini masa transisi penggantian alat 
tangkap cantrang di perpanjang hingga akhir 2017.   
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis 
merumuskan pokok permasalahan yang akan dikaji yaitu sebagai berikut: 
1. Bagaimana pelaksanaan ketentuan hukum tentang larangan 
penggunaan alat tangkap cantrang pada jalur penangkapan ikan?  
2. Faktor-faktor apakah yang menghambat penegakan hukum tentang 
larangan penggunaan alat tangkap cantrang pada jalur 
penangkapan ikan? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan uraian rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan 
penelitian sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui pelaksanaan ketentuan hukum tentang larangan 
penggunaan alat tangkap cantrang pada jalur penangkapan ikan 
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat penegakan hukum 
tentang larangan penggunaan alat tangkap cantrang pada jalur 
penangkapan ikan 
D. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah: 
1. Secara Akademis  
 Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi kajian ilmu 
pengetahuan terkhusus di bidang Hukum Agraria yang dapat menjadi 
salah satu bahan rujukan untuk memahami secara khusus tentang 
larangan penggunaan alat tangkap cantrang sehingga melatih dan 
mempertajam daya analisis terhadap persoalan dinamika hukum yang 
terus berkembang seiring berkembangnya zaman dan teknologi terutama 
dalam pelestarian sumberdaya perikanan.  
2. Secara praktis 
 Diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran kepada praktisi 
hukum dan masyarakat yang ingin memahami lebih dalam tentang 
larangan penggunaan alat tangkap cantrang, dan sebagai topik dalam 
diskusi lembaga-lembaga serta menjadi sumber informasi baru bagi para 
civitas akademika pada umumnya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Wilayah Pengelolaan Perikanan 
1. Kelautan di Indonesia 
 Lahirnya Departemen Eksplorasi laut dan perikanan memberikan 
indikasi bahwa permasalahan kelautan oleh pemerintah reformasi menjadi 
semakin penting pada masa sekarang dan yang akan datang. Laut 
memang mempunyai fungsi sangat strategis utamanya sebagai sumber 
makanan protein hewani yang murah. Jumlah penduduk makin bertambah 
sehingga membutuhkan stok pangan protein yang cukup, antara lain, dari 
perikanan.4 Pasal 25A Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 
(UUD RI 1945) menjelasakan bahwa negara kesatuan republik Indonesia 
adalah negara kepulauan yang berdiri Nusantara dengan wilayah dan 
batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Betapa 
pentingnya laut bagi bangsa Indonesia sehingga pada masa 
pemerintahan Abdurahman Wahid lahirlah departemen ekplorasi kelautan 
yang sekarang menjadi kementerian kelautan dan perikanan. Sebenarnya 
sejak abad ke-16 di Inggris dan Belanda perikanan merupakan suatu 
masalah penting. Karenanya, ketika merdeka pada tahun 1581, Belanda 
mengubah Undang-Undang perikanannya, yang berarti makin 
memperjelas betapa penting posisi perikanan di negeri kincir angin saat 
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 Djoko Tribawono, 2013, Hukum Perikanan Indonesia Cetakan Pertama, PT 
Citra Aditya Bakti,Bandung, hlm. 41 
itu. Di Inggris misalnya, perlindungan terhadap perikanan pantai dianggap 
sebagai persoalan nasional, dari sini timbul permasalahan lebar laut 
territorial yang erat kaitannya dengan tujuan negara menyejahterakan 
rakyat sekaligus menjaga keamanan, kemerdekaan, dan kesatuan bangsa 
(welfare state).5 
 Sejarah terbentuknya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) 
diawali sejak era reformasi di tengah percaturan politik Indonesia yang 
berdampak terhadap perubahan kehidupan mendasar yang berkembang 
di hampir seluruh kehidupan, seperti merebaknya beragam krisis yang 
melanda Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu diantaranya 
adalah orientasi pembangunan masa orde baru yang masih terkonsentrasi 
pada wilayah daratan sehingga sektor kelautan hampir tak tersentuh 
meski kenyataannya sumberdaya kelautan dan perikanan sangat 
beragam, baik jenis maupun potensinya. Potensi sumberdaya tersebut 
terdiri atas sumberdaya yang dapat diperbaharui, seperti sumberdaya 
perikanan tangkap ataupun budidaya laut dan pantai serta energi 
nonkonvensional. Sedangkan sumberdaya yang tidak dapat diperbaharui, 
seperti sumberdaya minyak dan gas bumi dan berbagai jenis mineral. 
Selain kedua jenis sumberdaya tersebut, juga terdapat berbagai macam 
jasa lingkungan lautan yang dapat dikembangkan untuk pembangunan 
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kelautan dan perikanan, seperti pariwisata bahari, industri maritim, jasa 
angkutan, dan sebagainya.6 
 Terbentuknya Kementerian Kelautan dan Perikanan pada dasarnya 
merupakan tantangan, sekaligus peluang pengembangan sektor kelautan 
dan perikanan di Indonesia menempatkannya sebagai salah satu sektor 
andalan yang mampu mengantarkan bangsa Indonesia keluar dari krisis 
ekonomi yang berkepanjangan. Beberapa alasan pokok yang mendasari 
pembentukan Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah :7  
Pertama    : Indonesia sebagai negara kepulauan dengan jumlah 
pulau 17.504 dan garis pantai sepanjang 81.000 km 
tidak hanya sebagai negara kepulauan terbesar di 
dunia, tetapi juga menyimpan kekayaan sumberdaya 
alam laut yang besar dan belum dimanfaatkan secara 
optimal. 
Kedua : Selama beberapa dasawarsa orientasi pembangunan 
negara ini lebih mengarah ke darat yang 
mengakibatkan sumberdaya daratan terkuras. Oleh 
karena itu, wajar jika daya laut dan perikanan tumbuh 
kedepan.   
Ketiga : Dikaitkan dengan laju pertumbuhan penduduk serta 
meningkatnya kesadaran manusia terhadap arti 
penting produk perikanan dan kelautan bagi 
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kesahatan dan kecerdasan manusia, sangat diyakini 
masih dapat meningkatkan produk perikanan dan 
kelautan di masa datang. 
Keempat : Kawasan pesisir dan laut yang dinamis tidak hanya 
memiliki potensi sumber daya, tetapi juga memiliki 
potensi bagi pengembangan berbagai aktivitas 
pembangunan yang bersifat ekstraksi, seperti industri, 
pemikiman, konservasi, dan sebagainya.  
2. Perairan Indonesia 
 Deklarasi Djuanda merupakan embrio (cikal bakal) Undang-Undang 
Nomor 4 Peraturan Pemerintah Pengganti tahun 1960 selanjutnya 
disingkat UU 4 Prp/1960. Pada tanggal 13 Desember 1957 pemerintah 
mengumumkan lebar laut laut wilayah Indonesia menjadi 12 mil laut dan 
lebar laut tersebut diukur dari garis dasar yang menghubungkan titik luar 
dari pulau-pulau Indonesia yang terluar dikenal dengan “point to point 
theory”.  
 Pemerintah merasa betapa pentingnya upaya memperkokoh posisi 
asas negara kepulauan atau asas negara nusantara. Maka dari itu, 
ditetapkanlah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 
Tahun 1960 dengan rp./1960 tentang Perairan Indonesia agar mempunyai 
kekuatan hukum yang menetap dan pasti.  
  
 Perubahan penentuan batas perairan laut Indonesia menjadi 12 mil 
mempunyai dampak sangat penting bagi perkembangan kegiatan di 
bidang ekonomi. Indonesia mempunyai kedaulatan atas segala perairan 
yang terletak di dalam batas-batas garis laut wilayah serta udara dan 
dasar laut dan tanah di bawahnya. Luas wilayah daratan Indonesia 
semula 2.027,087 km2, kemudian luas daratan dan laut bertambah 
menjadi kurang lebih 5.193.250 km2, atau suatu penambahan wilayah 
seluas kurang lebih 3.166.163 km2. Dengan pertambahan luas itu maka 
segala kekayaan alam yang ada di dalamnya, baik berupa bentuk hidup 
hewani maupun nabati, serta kekayaan bahan mineral harus tetap 
diselamatkan untuk kesejahteraan rakyat.8  
 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia 
adalah pengganti Undang-Undang Nomor 4 Prp./1960 tentang Perairan 
Indonesia dengan dasar pertimbangan: 
1. Bahwa berdasarkan kenyataan sejarah dan cara pandang bangsa 
Indonesia, Negara Republik Indonesia yang di proklamasikan pada 
17 Agustus 1945, sebagai negara kepulauan dengan deklarasi 
tanggal 13 Desember 1957 dan Undang-Undang No.4 Prp./1960 
tentang Perairan Indonesia telah menetapkan wilayah perairan 
negara Republik Indonesia. 
2. Bahwa bangsa Indonesia telah berhasil memperjuangkan konsep 
hukum negara kepulauan dengan dimuatnya ketentuan mengenai 
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asas dan rezim hukum negara kepulauan dalam bab IV Konvensi 
PBB tentang hukum laut yang telah diratifikasi dengan undang-
undang 17/1985 tentang Pengesahan United Nations Convention 
On The Law Of The Sea (Konvemsi PBB tentang Hukum Laut). 
3. Bahwa pengaturan hukum negara kepulauan ditetapkan dalam 
undang-undang Prp./1960 tentang perairan Indonesia sudah tidak 
sesuai lagi dengan perkembangan rezim hukum negara kepulauan 
se bagaimana dimuat dalam bab IV konvensi tersebut pda huruf b. 
4. Bahwa sehubungan dengan itu serta untuk menetapkan landasan 
hukum yang mengatur wilayah perairan Indonesia, kedaulatan, 
yurisdiksi, hak, dan kewajiban, serta kegiatan di perairan Indonesia 
dalam rangka pembangunan nasional berdasarkan wawasan 
Nusantara, maka perlu mencabut undang-undang nomor 4 
Prp./1960 tentang Perairan Indonesia dan mengganti dengan 
undang-undang yang baru. 
3. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia 
Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) merupakan cerminan aspirasi 
negara-negara berkembang tentang pembangunan ekonomi dan hasrat 
untuk mendapatkan kekuasaan yang lebih besar atas sumberdaya-
sumberdaya ekonomi yang berada di lepas pantai mereka. Negara-negara 
ini merasa perlu mengklaim stok ikan, yang dalam banyak kasus sebagian 
besar dieksploitasi oleh armada perikanan jarak jauh milik negara-negara 
maju.9  
Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) sebagai perkembangan dalam 
pegaturan masalah kelautan yang erat kaitannya dengan pembudidayaan 
dan pengawasan sumberdaya alam hayati maupun non-hayati.  
Lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona 
Ekonomi Eksklusif Indonesia merupakan realisasi juridis perluasan 
wilayah laut utamanya yang menyangkut keadaan ekonomi dalam 
pengelolaan, pengawasan dan pelestariannya, sehingga upaya untuk 
meningkatkan kesejahteraan bangsa dengan cara memanfaatkan 
sumberdaya alam laut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya10. 
Ditandai dengan ditandatanganinya UNCLOS 1982 menunjukkan bahwa 
telah diakui rezim zona ekonomi eksklusif selebar 200 mil laut sebagai 
bagian dari hukum laut internasional, maka pemerintah republik Indonesia 
meningkatkan pengumuman pemerintah tersebut ke dalam suatu bentuk 
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif 
Indonesia. 
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 Joko Subagyo, 2013, Hukum Laut Indonesia Cetakan Kelima , Rineka Cipta,  
Jakarta, hlm. 63. 
Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) adalah salah satu rezim hukum 
dalam hukum laut internasional yang telah disahkan (UNCLOS 1982), 
maka beberapa ketetapan di dalamnya menjiwai juga Zona EKonomi 
Eksklusif Indonesia (ZEEI), yaitu:11 
1. Di perairan ZEE negara pantai mempunyai hak berdaulat untuk 
keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi, dan 
pengelolaan sumber kekayaan alam, baik hayati maupun non-
hayati dari perairan di atas dasar laut dan dari dasar laut serta 
tanah di dalamnya. 
2. Untuk itu negara pantai harus menetapkan kemampuan 
memanfaatkan sumber kekayan hayati di ZEE-nya (sumberdaya 
ikan). Dalam hal negara pantai belum memiliki kemampuan 
memanfaatkan seluruh jumlah tangkapan yang diperbolehkan, 
negara pantai memberi kesempatan kepada negara lain untuk 
memanfaatkannya melalui perjanjian dan sesuai dengan 
ketentuan persyaratan dan perundang-undangan. 
3. Negara pantai mengatur penelitian ilmiah kelautan. 
4. Negara pantai menjamin tindakan konservasi dan pengelolaan 
yang tepat sehingga kekayaan hayati di ZEE tidak di eksploitasi 
secara berlebihan. Bila perlu, diadakan kerja sama, baik dengan 
organisasi internasional, regional, maupun global. 
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 Negara pantai yang memiliki ZEE tidak boleh menguras habis isi 
ZEEnya. Negara pantai harus memanfaatkannya secara rasional. Oleh 
karena itu, negara pantai harus menetapkan jumlah maksimum tangkapan 
yang diperbolehkan dan menentukan kemampuan tangkapnya. Hal ini 
disebabkan ketentuan untuk menentukan berapa surplus yang harus 
dibagi dengan negara lain. Negara pantai harus menjamin tidak dilakukan 
eksploitasi sumberdaya ikan secara berlebihan dan harus tetap dijaga 
maksimum lestarinya. Dengan kata lain, negara pantai harus melakukan 
konservasi. 
 Konsep Konsevasi dan pemanfaatannya secara rasional 
sumberdaya ikan di ZEE yang berkaitan dengan penetapan jumlah 
maksimum tangkapan diperbolehkan, penentuan kemampuan tangkap 
dan akses serta surplus sumberdaya ikan bagi negara lain merupakan 
dasar dari pengaturan penangkapan ikan oleh negara lain di ZEE negara 
pantai. Kedua konsep diatas merupakan pedoman bagi negara-negara di 
dalam mengatur masalah partisipasi perikanan negara lain di ZEE negara 
pantai. Untuk itu diperlukan  untuk memahami ruang lingkup kedua 
konsep tersebut diatas dalam kaitannya dengan partisipasi negara lain 
dalam pemanfaatan sumber perikanan dari ZEE negara pantai.12 
4. Wilayah dan Jalur Penangkapan Ikan  
 Dalam Peraturan Menteri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Jalur 
Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah 
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17. 
Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang dimaksud 
dengan Jalur penangkapan ikan adalah wilayah perairan yang merupakan 
bagian dari Wilayah Pengelolaan Perairan Negara Republik Indonesia 
(WPPNRI) untuk pengaturan dan pengelolaan kegiatan penangkapan 
yang menggunakan alat penangkapan yang menggunakan alat 
penangkapan ikan yang diperbolehkan dan/atau yang dilarang. 
 Dalam Penggunaan Alat Penangkapan Ikan harus sesuai dengan 
peraturan menteri yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Nomor 71 Tahun 
2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat 
Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik 
Indonesia terdiri dari 3, yaitu ; 
a. Jalur penangkapan Ikan I 
b. Jalur Penangkapan Ikan II, dan 
c. Jalur Penangkapan Ikan III 
 
 Pasal 4 Peraturan Menteri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Jalur 
Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah 
Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa;13  
(1) Jalur Penangkapan Ikan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
huruf a, terdiri dari: 
a. Jalur penangkapan ikan IA, meliputi perairan pantai sampai 
dengan 2 (dua) mil laut diukur dari permukaan air laut pada 
surut terendah; dan 
b. Jalur penangkapan ikan IB, meliputi perairan pantai di luar 2 
(dua) mil laut sampai dengan 4 (empat) mil laut. 
(2) Jalur penangkapan ikan II sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 3 
huruf b, meliputi perairan di luar jalur penangkapan ikan I sampai 
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dengan 12 (dua belas) mil laut diukur dari permukaan air laut pada 
surut terendah. 
(3) Jalur penangkapan ikan III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
huruf c, meliputi ZEEI dan perairan di luar jalur Penangkapan Ikan 
II.  
 Pasal 5 Peraturan Menteri Nomor 71 Tahun 2016 tentang  Jalur 
Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah 
Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa;14  
(1)  Jalur Penangkapan ikan di WPPNRI ditetapkan berdasarkan 
karasteristik kedalam perairan. 
(2) Karasteristik kedalam perairan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu; 
a. Perairan dangkal (s 200  meter) yang terdiri dari; 
1. WPPNRI 571, yang meliputi Perairan Selat Malaka Dan 
Laut Andaman; 
2. WPPNRI 711, yang meliputi Perairan Selat Karimata, 
Laut Natuna, dan Laut Cina Selatan; 
3. WPPNRI 712, yang meliputi Perairan Laut Jawa; 
4. WPPNRI 713, yang meliputi Perairan Selat Makassar, 
Teluk Bone, Laut Flores, dan Laut Bali; dan 
5. WPPNRI 718, yang meliputi Perairan Aru, Laut Arafuru, 
dan Laut Timor Bagian Timur. 
b. Perairan dalam (> 200 meter) yang terdiri dari: 
1. WPPNRI 572, yang meliputi Perairan Samudra Hindia 
sebelah Barat Sumatera dan Selat Sunda; 
2. WPPNRI 573, yang meliputi Perairan Samudra Hindia 
Sebelah Selatan Jawa hingga sebelah Selatan Nusa 
Tenggara, Laut Sawu, dan Laut Timor Bagian Barat; 
3. WPPNRI 714, yang meliputi Perairan Tolo dan Laut 
Banda; 
4. WPPNRI 715, yang meliputi Perairan Teluk Tomini, Laut 
Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram, dan Teluk Berau; 
5. WPPNRI 716, yang meliputi Perairan Laut Sulawesi dan 
Sebelah Utara Pulau Halmahera; 
6. WPPNRI 717, yang meliputi Perairan Teluk Cendrawasih 
dan Samudera Pasifik15. 
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B. Alat Penangkapan Ikan Dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan  
1. Alat Penangkapan Ikan 
 Alat Penangkapan Ikan adalah sarana dan perlengkapan atau 
benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan. 
Pemeliharaan dan Penangkapan ikan yang diartikan sebagai salah satu 
hak-hak tradisional masyarakat pesisir/nelayan terhadap wilayah pesisir 
pantai dan laut. Pemeliharaan dan penangkapan ikan yang dikenal sejak 
dahulu hingga kini menggunakan berbagai macam alat tangkap tradisional 
yang cara pembuatan dan pemakaiannya secara turun-temurun tetap 
sama.16 
 Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara 
Republik Indonesia menurut jenisnya terdiri dari 10 (Sepuluh) kelompok, 
yaitu : jaring lingkar (surrounding nets), pukat tarik (seine nets), pukat hela 
(trawls), Penggaruk (dredges), jaring angkat (lift nets), alat yang 
dijatuhkan (falling gears), jaring insang (gillnets and entangling nets), 
perangkap (traps), pancing (hooks and lines) dan alat penjepit dan 
melukai (grappling and wounding).17 
2. Alat Bantu Penangkapan Ikan 
 Alat Bantu Penangkapan Ikan adalah yang digunakan untuk 
mengumpulkan ikan dalam kegiatan penangkapan yang terdiri dari, 
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Rumpon dan lampu. Di Indonesia istilah “rumpon” sudah sejak lama 
digunakan oleh nelayan daerah Tegal (Jawa Tengah) dalam 
pengoperasiannya alat tangkap paying. Rumpon adalah salah satu jenis 
alat bantu penangkapan ikan yang dipasang di laut, baik laut dangkal 
maupun laut dalam. Pemasangan tersebut dimaksudkan untuk menarik 
gerombolan ikan agar berkumpul disekitar rumpon, sehingga ikan mudah 
untuk ditangkap.18  
 Setelah manusia mengetahui cara membuat api, mereka juga 
menemukan bahwa beberapa jenis ikan tertarik oleh cahaya. Namun tidak 
diketahui dengan pasti kapan manusia memulai penangkapan ikan 
dengan menggunakan alat bantu cahaya. Berawal dari sinilah 
penangkapan ikan dengan menggunakan alat bantu cahaya berkembang 
terus. Penggunaan cahaya (lampu) untuk penangkapan ikan di Indonesia 
telah berkembang cukup pesat, sehingga tempat-tempat dimana terdapat 
kegiatan perikanan hampir dapat dipastikan bahwa di daerah tersebut 
terdapat lampu yang digunakan untuk usaha penangkapan ikan.19  
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3. Alat Penangkapan Ikan yang Mengganggu dan Merusak  
 Pasal 21 Peraturan Menteri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Jalur 
Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah 
Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa;20 
(1)  API yang menggangu dan merusak keberlanjutan sumberdaya 
ikan merupakan API yang dioperasikan: 
a. mengancam kepunahan biota; 
b. mengakibatkan kehancuran habitat; dan 
c. membahayakan keselamatan pengguna. 
 
(2)  API yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumberdaya 
ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari: 
a. pukat tarik (seine nets), yang meliputi dogol (danish seines), 
scottish seines, pair seines, cantrang, dan lampara dasar; 
b. pukat hela (trawls), yang meliputi pukat hela dasar (bottom 
trawls), pukat hela dasar berpalang (beam trawls), pukat hela 
dasar berpapan (otter trawls), pukat hela dasar dua kapal (pair 
trawls), nephrops trawl, pukat hela dasar udang (shrimp trawls), 
pukat udang, pukat hela pertengahan (midwater trawls), pukat 
hela pertengahan berpapan (otter trawls), pukat ikan, pukat 
hela pertengahan dua kapal (pair trawls), pukat hela 
pertengahan udang (shrimp trawls), dan pukat hela kembar 
berpapan (otter twin trawls); dan  
c. perangkap, yang meliputi Perangkap ikan peloncat (Aerial 
traps) dan Muro ami. 
(3)  Pengaturan API yang mengganggu dan merusak keberlanjutan 
sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang 
dioperasikan pada semua Jalur Penangkapan Ikan di seluruh 
WPPNRI sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 
 
a. Alat Tangkap Cantrang 
 Cantrang adalah alat tangkap berbentuk jaring yang apabila dilihat 
dari bentuknya menyerupai alat tangkap paying, tetapi ukuran di tiap 
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bagiannya lebih kecil. Jika dilihat dari fungsi dan hasil tangkapan 
utamanya, cantrang menyerupai trawl, tetapi bentuknya lebih sederhana 
dan pada saat pengoperasiannyatidak ditarik oleh kapal dan tidak 
menggunakan pembuka jaring. Secara umum, cantrang digolongkan 
kedalam kelompok Danish seine atau Snurrevard yang terdapat di Eropa 
dan beberapa di kawasan Amerika. 
 Cantrang terdiri dari tiga bagian utama, yaitu sayap, badan, dan 
kantong. Sayap berfungsi sebagai penggiring agar ikan dapat masuk 
menuju kantong melalui badan. Badan berfungsi untuk 
mengkonsentrasikan ikan menuju kantong dalam satu arah dan kantong 
akan menampung ikan-ikan yang masuk sebagai hasil tangkapan. 
  
C. Konservasi Sumberdaya Ikan 
 Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam 
yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Yang 
tergolong di dalamnya bukan hanya komponen biotik seperti hewan, 
tumbuhan, dan mikroorganisme tetapi juga komponen abiotik seperti 
minyak bumi, gas alam, berbagai jenis logam, air, dan tanah. Pada 
umumnya, sumber daya alam berdasarkan sifatnya dapat digolongkan 
menjadi SDA yang dapat diperbaharui dan SDA tidak dapat diperbaharui. 
SDA yang dapat diperbaharui adalah kekayaan alam yang dapat terus 
ada selama penggunaanya tidak di eksploitasi berlebihan. Tumbuhan, 
hewan, mikroorganisme, sinar matahari, angin dan air adalah beberapa 
contoh SDA terbarukan. Walaupun jumlahnya sangat berlimpah di alam, 
penggunaanya harus tetap dibatasi dan dijaga untuk dapat terus 
berkelanjutan. SDA tidak dapat diperbaharui adalah SDA yang jumlahnya 
terbatas karena penggunaanya lebih cepat daripada proses 
pembentukannya dan apabila digunakan secara terus-menerus akan 
habis. Minyak bumi, emas, besi, dan berbagai bahan tambang lainya pada 
umumnya memerlukan waktu dan proses yang sangat panjang untuk 
kembali terbentuk sehingga jumlahnya sangat terbatas.21 
 Salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka pelestarian 
sumberdaya ikan adalah melakukan pembudidayaan ikan, baik yang 
dilakukan di perikanan darat maupun perikanan laut. Sebab dengan upaya 
pembudidayaan yang dilakukan tersebut maka akan terjadi suatu 
keseimbangan persediaan terhadap bibit ikan yang akan dikembangkan. 
Selain itu, upaya pencegahan terhadap eksploitasi sumberdaya ikan yang 
tidak terkendali akan merusak dan mengancam kelestarian sumberdaya 
ikan dan pemanfaatan pembudidayaan ikan tersebut. Untuk itu perlu 
dilakukan upaya konservasi.22 
1. Konservasi Sumberdaya Ikan 
  Kawasan Konservasi terdiri dari kawasan suaka alam (KSA) yang 
terdiri dari cagar alam dan suaka margasatwa, dan kawasan pelestarian 
alam (KPA) yang terdiri dari Taman Nasional dan Taman Wisata Alam 
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sesuai dengan Undang-Undang  Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi 
Sumberdaya Hayati dan Ekosesitemnya.23  
 Sumberdaya ikan (selanjutnya disebut SDI) di laut lepas 
merupakan salah satu sumber pangan dan komoditi industri kelautan yang 
sangat penting di dunia. Menurut laporan Food and Agriculture 
Organizations (selanjutnya disebut FAO) dalam The State of World 
Fisheries and Aquaculture (selanjutnya disebut SOFIA) tahun 2012 
menyebutkan, bahwa sektor perikanan mendukung mata pencaharian 
sekitar 540 juta penduduk dunia dan produksi perikanan dunia mencapai 
128 juta ton ikan. Lebih lanjut SOFIA 2012 menyebutkan, bahwa 
persedian ikan dunia mengalami penurunan akibat eksploitasi berlebih 
(overexploited), yaitu; 85% SDI dunia dalam keadaan overexploited dan 
fully exploited serta berada dalam batas tangkapan maksimum lestari. 
Laporan SOFIA tersebut menjelasakan dua kondisi yang perlu mendapat 
perhatian yaitu penangkapan ikan mendorong perkembangan 
perekonomian industri kelautan, dan kondisi penangkapan ikan berlebih 
yang menimbulkan tekanan pada SDI terutama di laut lepas.24 
  Kegiatan konservasi sumberdaya ikan merupakan suatu kegiatan 
yang wajib dilakukan baik oleh pemerintah, pemerintah daerah maupun 
masyarakat, khususnya masyarakat petani ikan atau nelayan, sebab bagi 
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masyarakat yang bermukim di sekitar wilayah pesisir dan pulau-pulau 
kecil yang menggantungkan nasibnya pada penangkapan ikan, sehingga 
jika tidak dilakukan konservasi terhadapnya, maka akan berpengaruh 
pada pendapatan atau penghasilan dari masyarakat nelayan tersebut.25 
 Menurut Peraturan Pemerintah Repubik Indonesia Nomor 60 
Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya ikan, kawasan konservasi 
perairan didefinisikan sebagai kawasan perairan yang dilindungi, dikelola 
dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya ikan 
dan lingkungannya secara berkelanjutan. Sebagaimana dipertegas dalam 
Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2007 tentang konservasi 
sumberdaya ikan bahwa konservasi sumberdaya ikan mengatur lebih rinci 
tentang upaya pengelolaan konservasi ekosistem atau habitat ikan 
termasuk di dalamnya pengembangan kawasan konservasi perairan 
sebagai bagian dari konservasi ekosistem. 
 Kegiatan konservasi perairan mencakup lebih dari satu ekosistem 
atau semua tipe ekosistem yang terkait dengan sumberdaya ikan, seperti: 
laut, padang lamun, terumbu karang, mangrove, estuaria, pantai, rawa, 
sungai, danau, waduk, embung, dan ekosistem perairan buatan. Karena 
keterkaitan ekologis, biologis, dan fisik dengan sumberdaya ikan, suatu 
kawasan dapat ditetapkan sebagai kawasan konservasi perairan. 
Kegiatan konservasi perairan sebagai bagian dari konservasi ekosistem 
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mencakup kegiatan perlindungan habitat dan populasi ikan, rehabilitasi 
habitat dan populasi ikan, penelitian dan pengembangan, pemanfaatan 
sumberdaya ikan dan jasa lingkungan, pengembangan sosial ekonomi 
masyarakat, pengawasan dan pengendalian, dan/atau monitoring dan 
evaluasi. 
 Kegiatan konservasi tersebut dilaksanakan berdasarkan data dan 
informasi sumberdaya ikan dan lingkungan sumberdaya ikan. Konservasi 
sebagai salah satu instrumen yang didesain untuk mengendalikan dan 
memulihkan sumberdaya ikan dan lingkungannya sangat praktis 
diterapkan pada perikanan tangkap dan budidaya laut di kawasan laut, 
pesisir, dan pulau-pulau kecil. Instrumen ini menentukan suatu kawasan 
perairan dijadikan sebagai kawasan konservasi laut (marine reserve atau 
marine protected area), tempat masukan (in put) dan keluaran (out put) 
pada produksi perikanan diatur dengan membatasi sebagian kawasan 
untuk daerah perlindungan dan sebagian kawasan yang lain sebagai 
tempat aktivitas perikanan budidaya dan perikanan tangkap. 
 Kawasan untuk daerah perlindungan memiliki fungsi bioekologis 
dalam jangka panjang dan menjaga keseimbangan sosial ekonomis 
terhadap kawasan pemanfaatan karena setiap kawasan konservasi akan 
meningkatkan kelimpahan sebesar 2 kali lipat dan biomass ikan sebesar 
tiga kali lipat. Dalam kaitannya dengan perikanan tangkap dan budidaya, 
setiap kawasan konservasi dalam setahun akan memberikan manfaat 
ekonomi yang dapat diukur berdasarkan peningkatan rasio tangkap per 
unit upaya sebesar 30%-600% dibandingkan dengan kawasan 
nonkonservasi. Keuntungan sosial dapat diukur berdasarkan tingkat 
pemahaman dan partisipasi masyarakat di sekitar kawasan konservasi 
tentang manfaat dan fungsi sumberdaya dan lingkungan serta manfaat 
perlindungan dan konservasi.26 
 Sumberdaya ikan sebagai sumber yang dapat diperbaharui, namun 
pada satu sisi keberadaannya perlu pula mendapat perhatian serius dari 
pemerintah. Jika tidak dilakukan pengawasan dengan cermat dan baik, 
maka tidak dapat dipungkiri suatu saat akan mengalami penurunan 
popilasinya. Oleh karena itu, dalam melakukan eksploitasi terhadap 
sumberdaya ikan ini, perlu adanya penangkapan ikan dengan 
menggunakan peralatan yang selektif. Diharapkan dengan adannya 
penggunaan peralatan penangkapan ikan ini secara selektif, maka 
diharapkan akan terjadi keberlanjutan sumberdaya ikan ini dengan baik 
pula.  
 Menurut Marhaeni Siembo yang mengutip pendapat dari 
Panayantou bahwa tentang pendekatan selektivitas alat tangkap ikan 
dalam manajemen sumberdaya perikanan adalah untuk mencapai atau 
mempertahankan struktur umur yang paling produktif dari stok ikan. 
Kebijakan tersebut bertujuan untuk memberikan kesempatan pada ikan 
yang masih muda untuk tumbuh, bertambah nilai ekonomisnya, serta 
kemungkinan berproduksi sebelum ikan tersebut ditangkap. Dengan cara 
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demikian, penangkapan ikan dapat dilakukan secara berkelanjutan karena 
ikan yang tidak ditangkap memiliki kesempatan untuk berproduksi dan 
menghasilkan ikan muda yang berkembang dan memiliki kemampuan 
berproduksi. Pendekatan selektivitas searah dengan prinsip-prinsip 
kelestarian dari sumberdaya ikan. Penangkapan ikan secara selektif 
berarti menjaga kontinuitas kegiatan penangkapan ikan, sehingga 
keberlanjutan sumberdaya ikan terjamin.27 Pengelolaan sumberdaya 
perikananan saat ini menuntut perhatian penuh, dikarenakan semakin 
meningkatnya tekanan eksploitasi terhadap berbagai stok ikan, dan 
meningkatnya kesadaran dan kepedulian umum untuk memanfaatkan 
lingkungannya secara bijaksana.28 
 Dalam kaitannya dengan pelaksanaan konservasi sumberdaya ikan 
sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3, maka 
pelaksanaan sumberdaya ikan perlu di tentukan pada tataran yang mana 
dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang 
Konservasi Sumberdaya Ikan dinyatakan bahwa konservasi sumberdaya 
ikan meliputi: (a) Konservasi ekosistem, (b) Konservasi jenis ikan; dan (c) 
Konservasi genetik ikan. 
 Konservasi ekosistem yang berkaitan dengan sumberdaya ikan 
sangat perlu dilakukan, sebab dengan terganggunya ekosistem wilayah 
pesisir dan perairan, maka secara otomatis akan mengganggu pula 
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semua habitat yang terdapat di sekitar wilayah pesisir dan pulau-pulau 
kecil. 
 Beranjak dari ketentuan yang termaktub dalam Pasal 2 dan pasal 3 
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Konservasi 
Sumberdaya Ikan, maka pada prinsipnya secara normatif tujuan hakiki 
yang terkandung di dalamnya adalah agar terdapat kegiatan yang 
mengarah ke perlindungan sumberdaya ikan secara keseluruhan, 
terutama pembatasan penangkapan dengan skala yang lebih baik.29 
2. Konservasi Ekosistem Sumberdaya ikan 
Salah satu kegiatan yang berkaitan dengan konservasi ekosistem 
sumberdaya ikan, yaitu melindungi semua aspek yang terdapat di sekitar 
wilayah pesisir yang apabila tidak diberi perlindungan, maka akan 
berpengaruh terhadap perkembangan ikan yang ada di sekitar pesisir dan 
perairan tersebut. Dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 
2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan dinyatakan bahwa konservasi 
ekosistem dilakukan pada semua tipe ekosistem yang terkait dengan 
sumberdaya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas, Laut, 
Padang lamun, Terumbu karang, Mangrove, Estuary, Pantai, Rawa, 
Sungai, Danau, Waduk, Embung, Ekosistem perairan buatan (ayat (2)). 
 Sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 5 
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Konservasi 
Sumberdaya Ikan tersebut, maka salah satu yang sangat berpengaruh 
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pada konservasi sumberdaya ikan adalah terpilihnya laut sebagai 
ekosistem utama sumberdaya ikan dari pengaruh-pengaruh kepenuhan 
fitoplankton yang ada di wilayah laut. Jika fitoplankton tersebut punah, 
maka sangat berpengaruh pula pada penangkapan ikan yang berada di 
wilayah perairan yang bersangkutan, karena antara terdapat hubungan 
korelasi yang positif antara kesuburan perairan dengan daya tangkap 
ikan.30 
 Dalam menunjang pelaksanaan dari konservasi sumberdaya ikan, 
maka terdapat usaha-usaha yang perlu dilakukan seperti perlindungan 
habitat populasi ikan dan sebagainya. Dalam Pasal 6 Peraturan 
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan 
dinyatakan bahwa konservasi ekosistem sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 5 ayat (1) dilakukan melalui kegiatan: (a) Perlindungan habitat 
populasi ikan, (b) Rehabilitasi habitat dan populasi ikan, (c) Penelitian dan 
pengembangan, (d) Pemanfaatan sumberdaya ikan dan jasa lingkungan, 
(e) Pengembangan dan pengendalian, dan/atau (f) Monitoring dan 
evaluasi ( ayat (1)). 
 Kegiatan konservasi ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan berdasarkan data dan informasi sumberdaya ikan dan 
lingkungan sumberdaya ikan (ayat (2)). Ketentuan lebih lanjut mengenai 
kegiatan konservasi ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2) di atur dengan Peraturan Menteri (ayat (3)). 
                                                          
30
 Ibid, Hlm . 211. 
 Kegiatan konservasi ekosistem sumberdaya ikan merupakan suatu 
kegiatan yang sangat bijak karena dengan adanya konservasi tersebut, 
maka diharapkan perkembangbiakan ikan dapat  diatasi sedini mungkin. 
Hal ini sesuai ketentuan dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 60 
Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan yang menyatakan 
bahwa dalam rangka pemulihan kondisi habitat sumberdaya ikan dan 
perlindungan siklus pengembangbiakan jenis ikan, Menteri menetapkan 
pembukaan penutupan perairan tertentu untuk kegiatan penangkapan 
ikan (ayat (1)). Pembukaan dan penutupan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kerusakan habitat 
ikan, musim berkembang biak ikan, dan/atau tingkat pemanfaatan yang 
berlebih (ayat (2)). Ketentuan lebih lanjut mengenai pembukaan dan 
penutupan perairan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri (ayat (3)). 
 Penetapan konservasi ekosistem sumberdaya ikan bukan semata-
mata hanya pada tataran tingkat kerusakan habitat ikan, misalnya, namun 
juga perlu memasukkan suatu tipe tertentu masuk ke dalam konservasi 
ekosistem. Hal ini sesuai ketentuan dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah 
Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan yang 
menyatakan bahwa satu atau beberapa tipe ekosistem yang terkait 
dengan sumberdaya ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), 
dapat ditetapkan sebagai kawasan konservasi perairan (ayat (1)). 
Kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 
atas taman nasional perairan, taman wisata perairan, suaka alam 
perairan, dan suaka perikanan (ayat (2)). Kawasan konservasi perairan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri (ayat (3)).31 
 
3. Konservasi Jenis Ikan dan Genetik Ikan 
 Salah satu usaha yang perlu dilakukan untuk melestarikan ikan, 
jangan sampai jenis, jumlah ikan, habitat ikan punah adalah melakukan 
upaya konservasi terhadap ikan. Walaupun secara sunnatullah (hukum 
alam) ikan merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa sekaligus Dia-lah 
yang menentukan segala kejadiannya, tetapi manusia diperintahkan Allah 
SWT untuk tetap melakukan ikhtiar atau upaya agar semua ciptaan Tuhan 
Yang Maha Kuasa tersebut dijaga kelangsungannya. Dalam Pasal 21 
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi 
Sumberdaya Ikan dinyatakan bahwa konservasi jenis ikan bertujuan: 
(a) Melindungi jenis ikan yang terancam punah; 
(b) Mempertahankan keanekaragaman jenis ikan; 
(c) Memelihara keseimbangan dan kemantapan ekosistem; dan 
(d) Memanfaatkan sumberdaya ikan secara berkelanjutan. 
 Oleh karena itu, dalam melaksanakan konservasi jenis ikan ini, 
perlu dilakukan suatu langkah-langkah yang strategis terutama dalam 
melakukan suatu penggolongan jenis ikan sesuai ketentuan dalam Pasal 
22 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi 
Sumberdaya Ikan, bahwa konservasi jenis ikan dilakukan melalui: 
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(a) Penggolongan jenis ikan; 
(b) Penetapan status perlindungan jenis ikan; 
(c) Pemeliharaan; 
(d) Pengembangbiakan; dan 
(e) Penelitian dan pengembangan. 
 Sementara itu, dalam rangka lebih mengefektifkan mengenai 
pelaksanan konservasi jenis ikan, maka perlu pula penggolongan jenis 
ikan ke dalam jenis ikan yang dilindungi dan tidak dilindungi , hal ini diatur 
dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang 
Konservasi Sumberdaya Ikan yang menyatakan bahwa penggolongan 
jenis ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a terdiri atas; 
(a) Jenis ikan yang dilindungi, dan  
(b) Jenis ikan yang tidak dilindungi (ayat (1)). 
 Kriteria jenis ikan yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a meliputi: 
(a) Terancam punah; 
(b) Langka; 
(c) Daerah penyebaran terbatas (endemic); 
(d) Terjadinya penurunan jumlah populasi ikan di alam secara drastic; 
dan/atau 
(e) Tingkat kemampuan reproduksi yang rendah (ayat (2)). 
 Dengan demikian, maka penempatan mengenai konservasi jenis 
ikan tetap berada pada tangan pemerintah, sesuai ketentuan dalam Pasal 
24 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi 
Sumberdaya Ikan yang menyatakan bahwa penetapan status 
perlindungan jenis ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b 
ditetapkan oleh Menteri (ayat (1)). Tata cara penetapan perlindungan jenis 
ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan 
Menteri (ayat (2)). 
 Sejalan dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 24 di atas, 
memberi gambaran bahwa konservasi dan perlindungan jenis ikan sangat 
diperlukan, khususnya konservasi dan perlindungan jenis ikan dalam 
bentuk pemeliharaan. Hal ini diatur dala Pasal 25 Peraturan Pemerintah 
Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan, bahwa 
pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c dilakukan 
terhadap ikan yang dilindungi dan jenis ikan yang tidak dilindungi melalui 
kegiatan koleksi ikan hidup pada suatu media terkontrol sebagai habitat 
buatan (ayat (1)). Pemeliharaan jenis ikan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dapat dilakukan dengan cara mengambil ikan dari habitat alam 
atau dari hasil pengembangbiakan (ayat (2)).32 
D. Hak Penguasaan Negara atas Sumberdaya Perikanan 
 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 
Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya akan disebut UUPA) dalam pengertian 
sempit adalah menyangkut pertanahan, sedangkan UUPA dalam 
pengertian luas adalah penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan 
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alam yang terkandung di dalamnya meliputi ruang angkasa, cakupan 
tersebut dimuat di dalam Pasal 2 ayat (1) UUPA yang berbunyi: 
 “Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang 
Dasar Republik Indonesia 1945 dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam 
pasal 1, bumi, air dan angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung 
di dalamnya yaitu pada tingkat yang tertinggi dikuasai oleh negara, 
sebagai kekuasaan rakyat”33.  
 Hak menguasai dari Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 
33 ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 tersebut dipertegas 
kembali dalam UUPA. Dalam memori penjelasan angka II/2 diberikan 
penegasan bahwa perkataan “dikuasai” oleh negara dalam pasal 2 ayat 
(1) UUPA tersebut bukanlah “dimiliki”, akan tetapi pengertian yang 
memberi wewenang kepada Negara sebagai organisasi kekuasaan dari 
bangsa Indonesia, untuk pada tingkatan tertinggi:34 (1) Mengatur dan 
menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan 
pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa; (2) Menentukan dan mengatur 
hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan 
ruang angkasa; (3) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan 
hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang 
mengenai bumi, air, dan ruang angkasa. 
 Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UUPA dan penjelasannya tersebut, 
hak menguasai Negara hanya memberi wewenang kepada Negara untuk 
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mengatur (wewenang regulasi) ketiga hal tersebut di atas. Wewenang 
yang bersumber pada hak menguasai Negara tersebut digunakan untuk 
mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, 
kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum 
Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur.35 Perlu ditegaskan 
bahwa dalam hal Hak menguasai negara atas sumberdaya alam dan 
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya (dalam hal ini sumberdaya 
perikanan) untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang terlibat sebagai 
petugas Bangsa ini bukan hanya cabang kekuasaan eksekutif dari negara 
saja, melainkan meliputi semua cabang kekuasaan negara termasuk 
kekuasaan legislatif dan yudikatif. Hal ini tampak pada tugas “mengatur 
dan menentukan” yang selayaknya menjadi tugas kekuasaan eksekutif 
atau administratif, ditambah tugas kekuasaan yudikatif untuk mengadili 
sengketa-sengketa yang terjadi dalam pelaksanaannya oleh seluruh 
Bangsa Indonesia, baik di antara rakyat maupun rakyat dan negara.36 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian  
 Penelitian ini dilakukan di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi 
Sulawesi Selatan, Dinas Perikanan Kabupaten Barru, Pangkalan 
Pendaratan Ikan Pelabuhan Paotere Kota Makassar, Pangkalan 
Pendaratan Ikan Sumpang Binangae Kecamatan Barru. 
B. Populasi dan Sampel 
 Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah Pangkalan 
Pendaratan Ikan Pelabuhan Paotere Kota Makassar, Pangkalan 
Pendaratan Ikan Sumpang Binangae Kecamatan Barru. 
 Dari populasi tersebut, selanjutnya ditarik sampel dengan 
menggunakan teknik purposive sampling, yang dianggap memenuhi 
sebagai responden. Sampel dalam penelitian ini adalah: 
a. Masyarakat nelayan paotere kota makassar  
b. Masyarakat nelayan sumpang binangae  
Disamping sampel di atas, penulis juga mengambil narasumber atau 
informan dari instansi sebanyak 3 orang yaitu dari Dinas Kelautan dan 
Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Kelautan dan Perikanan 
Kabupaten Barru. 
 
 
 
C. Jenis dan Sumber Data 
  Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah: 
1. Data Primer 
 Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung 
melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan penulisan 
proposal ini. Pihak-pihak yang terkait yang dimaksud ialah Dinas Kelautan 
dan Perikanan, masyarakat nelayan serta tokoh masyarakat. 
2. Data Sekunder 
 Data Sekunder merupakan data yang diperolah melalui studi 
kepustakaan, internet, surat kabar, aturan perundang-undangan, dan 
dokumen yang diperoleh dari instansi tempat penelitian penulis. 
D. Teknik Pengumpulan Data 
 Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah: 
1. Teknik Pengumpulan Data 
 Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini 
adalah teknik pengumpulan data dengan cara sebagai berikut : 
a. Interview (wawancara) yaitu suatu teknik pengumpulan data 
yang dilakukan dengan tanya jawab langsung maupun tidak 
langsung pada pihak-pihak terkait yakni: 
1) Dinas Kelautan dan Perikanan 
2) Masyarakat nelayan 
3) Tokoh Masyarakat 
b. Observasi, yaitu pengamatan langsung yang digunakan sebagai 
bahan rujukan yang terkait dengan implementasi larangan 
penggunaan alat tangkap cantrang pada jalur penangkapan 
ikan.  
c. Penelitian kepustakaan (library research), yaitu pengumpulan 
data berupa peraturan perundang-undangan, literature,. 
E. Analisis Data 
 Analisis data adalah sebuah proses mengatur urutan data, 
mengorganisasikan ke dalam pola, kategori, dan kesatuan uraian dasar. 
Data yang diperoleh melalui wawancara dan studi dokumen akan 
dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu 
dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan permasalahan 
yang erat kaitannya dengan penelitian ini. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BAB IV  
HASIL DAN PEMBAHASAN 
E. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
1. Kota Makassar 
  Secara geografis Kota Makassar terletak di Pesisir Pantai Barat 
bagian selatan Sulawesi Selatan, pada titik koordinat 119°, 18’, 27’,97” 
Bujur Timur dan 5’. 8’, 6’, 19” Lintang Selatan dengan luas wilayah 
sebesar 175,77 km² yang meliputi 14 kecamatan. Secara administratif 
Kota Makassar mempunyai batas-batas wilayah yaitu Sebelah Selatan 
berbatasan dengan Kabupaten Gowa, Sebelah utara berbatasan dengan 
Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Sebelah timur berbatasan dengan 
Kabupaten Maros dan Sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar. 
Topografi pada umumnya berupa daerah pantai. Letak ketinggian Kota 
Makassar berkisar 0,5–10 meter dari permukaan laut. 
a. Profil Kecamatan Ujung Tanah 
 Kecamatan Ujung Tanah merupakan kecamatan yang ada di Kota 
Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Wilayah Kecamatan Ujung Tanah 
seluas 5.94 Km dengan batas-batas wilayah sebagai berikut: 
- Sebelah Utara berbatasan dengan pantai Makassar 
- Sebelah Selatan bebatasan dengan kecamatan Bontoala 
- Sebelah Barat berbatasan dengan Pantai Makassar 
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tallo 
  
Kecamatan Ujung Tanah ini memiliki 12 kelurahan yaitu: 
- Kelurahan Pattingalloang 
- Kelurahan Pattingalloang Baru 
- Kelurahan Cambayya 
- Kelurahan Camba Berua 
- Kelurahan Barrang Lompo 
- Kelurahan Barrang Caddo 
- Kelurahan Kodingareng 
- Kelurahan Tabaringan 
- Kelurahan Ujung Tanah 
- Kelurahan Totaka 
- Kelurahan Tamalabba 
- Kelurahan Gusung 
  Kecamatan Ujung Tanah berada pada ketinggian 10 meter – 30 
meter di atas permukaan laut dengan kondisi topografi berupa daratan 
rendah.  
  Kelurahan Gusung merupakan salah satu kelurahan dari 12 (dua 
belas) kelurahan yang ada di Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar. 
Secara umum kelurahan Gusung memiliki 3 (tiga) RW (rukun warga) 
dengan jumlah KK sebanyak 659 KK. Mayoritas wilayah dari kelurahan 
Gusung merupakan area pesisir pantai yang menjadi salah satu sumber 
pendapatan dan penghasilan utama masyarakat. Wilayah pesisir yang 
luas dibandingkan wilayah kelurahan lainnya di kecamatan Ujung Tanah. 
Banyak diantara mereka tinggal di area pesisir hanya berstatus hak guna 
yang sudah tinggal sangat lama dan menetap di area tersebut. 
2. Kecamatan Barru 
 Kabupaten Barru mempunyai luas wilayah 1174,72 Km2, 
merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi perikanan laut yang 
cukup besar dimana panjang garis pantai di Kabupaten Barru sebesar 78 
Km. Sektor kelautan Kabupaten Barru berbatasan dengan selat makassar 
di sebelah barat yang tentunya dengan potensi yang dimiliki ini bisa 
dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan daerah, penyerapan 
tenaga kerja yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan 
rakyat.  
 Sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Barru perlu 
dimanfaatkan secara optimal. Karena dengan mengoptimalisasikan 
pendayagunaan sumberdaya kelautan dan perikanan tentu akan 
meningkatkan kesejahteraan rakyat. Karena itu, potensi kelautan yang 
dimiliki oleh Kabupaten Barru dengan cara memberdayakan masyarakat 
mengingat sebagian besar masyarakat Kabupaten Barru 
menggantungkan hidupnya pada hasil laut atau dengan kata lain 
masyarakat yang bekerja (mata pencaharian) sebagai nelayan. Saat ini 
jumlah masyarakat nelayan masyarakat Kabupaten Barru yang berprofesi 
sebagai nelayan mencapai ±3.778 orang sebagaimana data dari Dinas 
Kelautan dan Perikanan Kabupaten Barru. 
 Kabupaten Barru terletak pada jalan Trans Sulawesi dan 
merupakan daerah lintas provinsi yang terletak antara kota Makassar dan 
Kota Pare-Pare. Secara administrative Kecamatan yang ada di Kabupaten 
Barru, yaitu sebagai berikut : 
- Kecamatan Tanete Riaja 
- Kecamatan Tanete Rilau 
- Kecamatan Barru 
- Kecamatan Soppeng Riaja 
- Kecamatan Mallusetasi 
- Kecamatan Pujananting 
- Kecamatan Balusu 
 Kelurahan Sumpang Binangae yang terletak di Kecamatan Barru 
merupakan salah satu daerah dimana sebagian warganya berprofesi 
sebagai nelayan. Pola penangkapan ikan yang mereka lakukan tidak 
lepas dari tradisi oleh masyarakat terdahulu. Penerimaan dari pola 
penangkapan ikan tersebut tentu akan mempengaruhi tingkat kehidupan 
ekonomi masyarakat setempat. 
 Aktivitas menangkap ikan di laut merupakan suatu kewajiban yang 
harus mereka lakukan karena menangkap ikan di laut merupakan sumber 
penghidupan utama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dimana dengan 
menangkap ikan mereka dapat memperoleh pendapatan.  
 
F. Pelaksanaan Ketentuan Hukum tentang Larangan Penggunaan 
 Alat Tangkap Cantrang Pada Jalur Penangkapan Ikan 
 Laut merupakan salah satu bagian dari wilayah bumi yang 
dianugerahkan oleh Allah untuk manusia. Di dalamnya mengandung 
berbagai sumberdaya alam laut yang sangat berharga. Untuk memenuhi 
kebutuhan hidup dan kesejahteraan masyarakat. Laut bukan hanya 
sebagai sumber makanan dan media transportasi, tetapi juga sebgai 
sumber perikanan komersial, pertambangan, sumber air, sumber tenaga 
listrik, budidaya laut, bio teknologi, dan sumber pengembangan ilmu 
kelautan. 
 Perikanan merupakan salah satu sumber kelangsungan hidup 
manusia yang sangat penting. Potensi perikanan yang sangat besar 
tersebut dapat memberikan manfaat yang maksimal secara berkelanjutan 
bagi negara dan masyarakat Indonesia, bila dikelola dengan baik dan 
bertanggungjawab.   
 Sumberdaya ikan merupakan jenis sumberdaya alam yang dapat 
diperbaharui (renewable resources), namun sumberdaya ikan tersebut 
mempunyai batas-batas tertentu sesuai dengan daya dukungnya. Oleh 
karena itu, apabila pemanfaatannya dilakukan secara bertentangan 
dengan kaedah-kaedah pengelolaan, maka akan berakibat terjadinya 
kepunahan. Bagaimanapun juga, sumberdaya alam yang melimpah jika 
dieksploitasi tanpa batas dan tanpa suatu sistem pengelolaan yang baik, 
dapat menimbulkan berbagai permasalahan terutama yang menyangkut 
kelangsungan dari sumberdaya alam beserta keseimbangan 
ekosistemnya, seperti musnahnya spesies tertentu, sehingga dapat 
menimbulkan berkurangnya atau bahkan habisnya sumberdaya ikan. Oleh 
karena itu, suatu sistem pengelolaan melalui pengaturan yang memadai 
mutlak diperlukan, mengingat banyaknya sumberdaya yang harus 
dibudidayakan dengan sebaik-baiknya. Sumberdaya ikan sangat peka 
oleh keadaan alam sekitarnya, apabila dieksploitasi secara berlebihan 
(over exploitation) melebihi jumlah tangkapan yang diperkenankan 
(maximum sustainable yield) ataupun apabila sumberdaya itu tidak dapat 
dieksploitasi sama sekali, hal ini akan menimbulkan dampak biologis bagi 
eksistensi sumberdaya ikan tersebut. 
 Permasalahan perikanan tangkap baik berupa permasalahan 
sosial ataupun kerusakan lingkungan dan menurunnya stok sumberdaya 
ikan sebenarnya telah lama timbul sejak manusia menggunakan laut atau 
perairan umum sebagai sumber untuk mendapatkan bahan pangan. 
Namun saat itu bobot permasalahan yang timbul tidak seberat apa yang 
dihadapi saat sekarang ini, Penggunaan bahan peledak, bahan kimia 
beracun, hilangnya alat tangkap pada saat operasi (gost fishing), 
penggunaan alat tangkap nonselektif merupakan contoh-contoh 
permasalahan penangkapan ikan yang secara langsung berkaitan dengan 
kasus penurunan stok sumberdaya ikan maupun kerusakan lingkungan 
perairan. 
 Dari beberapa contoh permasalahan yang disebutkan, penggunaan 
alat tangkap nonselektif yang terus berkembang pesat telah menimbulkan 
permasalahan serius yang disebut dengan by catch problem, yaitu ikut 
tertangkapnya ikan-ikan yang bukan menjadi tujuan penangkapan yang 
dalam praktiknya sebagian besar ikan tersebut di buang ke laut, dapat 
pula ikan yang menjadi tujuan penangkapan namun secara biologis belum 
mencapai dewasa.  
 Pukat Harimau (trawl) yang dioperasikan hampir di seluruh perairan 
dunia merupakan jenis alat tangkap yang menangkap by catch dalam 
kuantitas yang besar. Di Indonesia, Trawl pertama kali dioperasikan pada 
tahun 1966. Sejak saat itu perikanan trawl dengan target tangkapan 
udang mengalami perkembangan yang sangat pesat hingga pada 
akhirnya telah menjadi sumber konflik antar nelayan trawl dengan nelayan 
artisanal yang kedua-duanya berkompetisi jenis sumberdaya yang sama 
di perairan pantai. Konflik yang terus berkepanjangan telah 
mengakibatkan sumber keresahan sosial masyarakat nelayan tradisional. 
Berdasarkan alasan tersebut, pemerintah melalui Surat Keputusan 
Presiden (Kepres Nomor 39 tahun 1980) telah melarang pengoprasian 
trawl di seluruh Perairan Indonesia. Akan tetapi, selanjutnya pemerintah 
melalui Kepres Nomor 85 tahun 1982, telah memberikan izin secara 
khusus pengoprasian trawl yang dilengkapi dengan alat penyaring hasil 
tangkap sampingan atau disebut dengan nama Bycatch Excluder Device 
(BED) di Perairan Laut Arafura dan sekitarnya. Alat tangkap ini dikenal 
dengan nama pukat udang atau BED-equipped shrimp trawl. Di Sulawesi 
Selatan kenyataannya alat tangkap sejenis trawl masih banyak melakukan 
penangkapan ikan di wilayah pantai dengan nama yang bermacam- 
macam seperti cantrang, katrol, paddenreng, parengreng, dan sebagainya 
yang pada prinsip, metode penangkapannya sama dengan alat tangkap 
mini trawl / cantrang. 
 Pada Pasal 2, setiap orang dilarang menggunakan alat 
penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan alat penangkapan ikan pukat 
tarik (seine nets) di seluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara 
Republik Indonesia.Pada Pasal 3, dijelaskan jenis alat tangkapnya yang 
dilarang adalah :37 
1. Alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2, terdiri dari: 
a. Pukat hela dasar (bottom trawls); 
b. Pukat hela pertengahan (midwater trawls); 
c. Pukat hela kembar berpapan (otter twin trawls); 
d. Pukat dorong. 
2. Pukat hela dasar (bottom trawls) sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf a, terdiri dari: 
a. Pukat hela dasar berpalang (beam trawls); 
b. Pukat hela dasar berpapan (otter trawls); 
                                                          
37
 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan 
Penggunaan Alat Penangkapa Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di 
Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. 
c. Pukat hela dasar dua kapal (pair trawls); 
d. Nephrops trawls, dan 
e. Pukat hela dasar udang (shrimp trawls), berupa pukat udang. 
3. Pukat hela pertengahan (midwater trawls), sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b, terdiri dari: 
a. Pukat hela pertengahan berpapan (otter trawls), berupa pukat 
ikan; 
b. Pukat hela pertengahan dua kapal (pair trawls); dan 
c. Pukat hela pertengahan udang (shrimp trawls). 
Pada Pasal 4 ayat (1) Alat penangkapan ikan pukat tarik (seine nets) 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari: 
a. Pukat tarik pantai (beach seines); dan 
b. Pukat tarik berkapal (boat or vessel seines). 
Pukat tarik berkapal (boat or vessel seines) sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b terdiri dari: 
1. Dogol (Danish Seines); 
2. Scottish Seines; 
3. Pair Seines; 
4. Payang; 
5. Cantrang; Dan 
6. Lampara Dasar. 
 Salah satu alat tangkap yang saat ini dilarang penggunaannya 
adalah alat tangkap cantrang. Cantrang adalah alat tangkap berbentuk 
jaring yang apabila dilihat dari bentuknya menyerupai alat tangkap 
payang, tetapi ukuran di tiap bagiannya lebih kecil. Jika dilihat dari fungsi 
dan hasil tangkapannya, cantrang menyerupai trawl. Alat tangkap 
cantrang ini digunakan untuk menjaring ikan jenis demersal. Ikan 
demersal merupakan ikan yang hidup dan makan di dasar laut dan danau 
(zona demersal). Terumbu karang yang terdapat pada dasar perairan 
tidak menutup kemungkinan akan terkeruk juga oleh alat tangkap 
cantrang. Rusaknya terumbu karang akan mengganggu ekosistem bawah 
laut. Ekosistem terumbu karang merupakan tempat mencari makan bagi 
ikan (feeding ground), tempat memijah (spawning ground), tempat asuhan 
(nursery ground), tempat berlindung dan tempat menempelnya rumput 
laut. 
Permasalahan sektor perikanan seperti rusaknya ekosistem 
perairan, terjadi di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan masih lemahnya 
pengawasan terhadap praktik-praktik penangkapan ikan dan tingkat 
kemiskinan yang relatif tinggi di wilayah pesisir. Namun, melihat kondisi 
dan permasalahan sektor perikanan yang terjadi, pemerintah Indonesia 
telah mengeluarkan beberapa peraturan dalam upaya kelestarian dan 
ketersediaan sumberdaya ikan yang berada di wilayah perairan negara 
republik Indonesia, serta pelarangan-pelarangan praktik penangkapan 
ikan yang dapat merusak ekosistem laut seperti penggunaan alat tangkap 
yang tidak ramah lingkungan. Kerusakan ekosistem laut mendorong 
pemerintah untuk mengeluarkan peraturan terkait penghapusan jaring 
trawl dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 tahun 2015 
tentang larangan penggunaan alat penangkapan pukat hela dan pukat 
tarik serta Peraturan Menteri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Jalur 
Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di WPP-
NRI.38 Pelarangan penggunaan alat tangkap trawl oleh nelayan, 
khususnya alat tangkap cantrang, berdampak bagi kehidupan nelayan 
sehari-hari dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan mulai dari aspek 
ekologis, sosial, maupun ekonomi. Kegiatan penangkapan ikan dengan 
alat tangkap cantrang mengakibatkan rusaknya ekosistem terumbu 
karang yang merupakan tempat pemijahan ikan akibat penggunaan alat 
tangkap yang tidak ramah lingkungan dan berdampak pada rendahnya 
hasil produksi ikan yang didapatkan oleh nelayan. 
Terbitnya peraturan tentang larangan penggunaan alat tangkap ikan 
pada jalur penangkapan ikan menimbulkan dampak langsung terhadap 
kehidupan nelayan, baik dari segi ekologi, sosial, dan ekonomi. Pertama 
dampak ekonomi, dimana terjadi penurunan pendapatan dari nelayan 
yang mata pencaharian utama mereka adalah sebagai nelayan, dengan 
terbitnya peraturan ini menimbulkan nelayan pengguna cantrang tidak 
boleh beroperasi. Berbeda dengan nelayan bukan pengguna cantrang, 
dimana hasil tangkapannya meningkat. 
Kedua dampak sosial, dimana konflik horizontal antar nelayan besar 
dengan nelayan tradisional sering terjadi bermula dari kecemburuan sosial 
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akibat hasil tangkapan nelayan besar/nelayan yang menggunakan 
cantrang penghasilannya relatif lebih banyak dibanding nelayan 
tradisional. Adanya pembagian jalur penangkapan ikan membuat nelayan 
hanya bisa menangkap ikan di wilayah yang sudah di tetapkan, namun 
dalam pengelolaannya sering dijumpai adanya nelayan yang melakukan 
kegiatan usaha penangkapan ikan melanggar jalur penangkapan yang 
sudah ditetapkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 71 
Tahun 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat 
Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, 
dimana jalur I yang semestinya untuk nelayan kecil ditemukan adanya 
nelayan yang semestinya beroperasi di jalur II keatas melakukan aktifitas 
penangkapan ikan di jalur I.  
Pelaksanaan ketentuan hukum di bidang perikanan menjadi hal yang 
sangat penting dalam rangka pembangunan perikanan secara baik dan 
berkelanjutan. Larangan penggunaan alat tangkap cantrang menimbulkan 
pro dan kontra di wilayah Indonesia, sebagian besar nelayan menolak 
pelarangan tersebut sehingga banyak nelayan yang melakukan modifikasi 
alat penangkapan agar tetap bisa melakukan kegiatan penangkapan ikan. 
Meskipun para nelayan sudah memodifikasi alat penangkapan ikan agar 
tidak terlihat sama dengan alat tangkap yang dilarang namun 
kenyataannya fungsinya tidak jauh berbeda dengan cantrang39. 
  Adanya larangan penggunaan alat tangkap cantrang di Indonesia 
menimbulkan berbagai tanggapan yang berbeda-beda dari masyarakat 
nelayan. Seperti nelayan di Kelurahan Sumpang Binangae Kabupaten 
Barru sebagian besar mendukung pelarangan penggunaan alat tangkap 
tersebut, mereka yang mendukung peraturan tersebut adalah nelayan 
tradisional yang menggunakan Rawe, Pukat/Jaring, Gae, dan Bagang 
Rambo. Nelayan bukan pengguna cantrang menilai jika pelarangan 
cantrang akan menambah pendapatan mereka karena jumlah kapal 
cantrang akan berkurang dan mengurangi konflik antar nelayan di laut. 
Nelayan mengaku alat tangkap yang mereka gunakan sering terseret oleh 
kapal cantrang dan rusak, sehingga merugikan mereka. Nelayan bukan 
pengguna cantrang juga menilai jika pelarangan cantrang diterapkan, 
akan membuat daerah tangkapan menjadi lebih dekat dan mengurangi 
kerusakan ekosistem laut, khususnya terumbu karang dalam waktu 
mendatang dikarenakan jumlah kapal cantrang yang berkurang tersebut.40 
   Berdasarkan hasil penelitian penulis di Kelurahan Gusung, 
sebagian nelayan memberikan tanggapan bahwa setuju dengan adanya 
larangan penggunaan cantrang karena berpengaruh pada hasil 
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tangkapannya meskipun mereka menyadari bahwa cuaca berpengaruh 
dalam hasil tangkapan, tetapi setidaknya alat tangkap yang mereka 
gunakan tidak ikut terseret oleh alat tangkap cantrang.41 
    Penggunaan alat tangkap jenis cantrang ini berdampak buruk pada, 
pertama adalah hasil tangkapan cantrang tidak selektif dengan komposisi 
hasil tangkapan yang menangkap semua ukuran ikan, udang, kepiting, 
serta biota lainnya. Biota-biota yang belum siap tangkap tidak dapat 
berkembang biak sehingga menyebabkan penurunan stok sumberdaya 
ikan, dan hasil tangkapan yang semakin berkurang. Kedua adalah biota 
yang dibuang akan mengacaukan data perikanan karena tidak tercatat 
sebagai hasil produksi perikanan. Analisis stok sumberdaya perikanan 
pun kurang akurat sehingga menyebabkan tidak sesuainya kebijakan 
pengelolaan dan kenyataan kondisi sumberdaya perikanan. ketiga 
pengoperasian cantrang yang mengeruk dasar perairan dalam dan pesisir 
tanpa terkecuali terumbu karang dan merusak lokasi pemijahan biota laut. 
Selanjutnya, sumberdaya ikan di perairan laut Indonesia akan mengalami 
degradasi dikarenakan padatnya aktivitas penangkapan dari berbagai 
daerah termasuk dalam penggunaan alat tangkap cantrang. Lokasi 
penangkapan nelayan juga akan ikut berpindah dan menjauh, serta biaya 
operasinal penangkapan semakin tinggi.42  
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  Larangan penggunaan alat tangkap cantrang dibuat dalam rangka 
untuk mewujudkan prinsip pembangunan perikanan berkelanjutan 
(sustainable fisheries) bahwa penggunaan alat penangkapan ikan 
cantrang/ alat tangkap tidak ramah lingkungan di wilayah pengelolaan 
perikanan Republik Indonesia telah mengakibatkan menurunnya 
sumberdaya ikan dan mengancam kelestarian lingkungan sumberdaya 
ikan, sehingga perlu dilakukan pelarangan penggunaan alat penangkapan 
ikan pukat hela dan pukat tarik. Hal ini merupakan salah satu tujuan 
hukum dari sisi kemanfaatan dari segi ekologis, selain itu juga 
meningkatkan taraf hidup nelayan kecil, meningkatkan ketersediaan dan 
konsumsi sumber protein ikan, meningkatkan ketersediaan bahan baku 
untuk industri pengolahan ikan serta menjamin kelestarian sumber daya 
ikan.  
 Tujuan dari suatu hukum yaitu untuk mencapai keadilan, 
kemanfaatan dan kepastian hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh 
Gustav Radbruch yang menyatakan bahwa pada dasarnya hukum 
memiliki 3 (tiga) aspek yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Gustav 
meletakkan nilai keadilan sebagai mahkota dari setiap tata hukum. Nilai 
keadilan merupakan “materi” yang harus menjadi isi aturan hukum, 
sedangkan aturan hukum sebagai “bentuk” yang harus melindungi nilai 
keadilan. Dalam hal ini, substansi dalam Larangan Penggunaan Alat 
Tangkap cantrang tidak memberikan solusi bagi nelayan besar sehingga 
tidak menimbulkan keadilan bagi nelayan besar dalam melanjutkan 
usahanya sehingga tujuan hukum dari aspek keadilan belum tercapai.  
 Aspek kemanfaatan menunjuk pada tujuan keadilan yakni 
memajukan kebaikan dalam diri manusia. Nilai kebaikan bagi manusia 
biasanya berhubungan dengan tiga subjek yaitu individu, kolektivitas dan 
kebudayaan. Jika subjeknya adalah individu, maka hukum yang disusun 
untuk tujuan yang bersifat individualistis ini, tidak hanya mengagungkan 
individu dan martabatnya akan tetapi juga memberi perlindungan khusus 
seperti dalam konstitusi Amerika. Sementara jika subjeknya adalah 
Negara, maka tujuan hukumnya adalah kemajuan Negara yang 
menghasilkan sistem hukum kolektif sedangkan jika subjek yang dituju 
adalah kebudayaan maka sistem hukum yang diciptakan adalah sistem 
hukum transpersonal. Disini aspek kebudayaan atau hasil peradaban 
mendapat perhatian khusus. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 
No.2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Tangkap 
Ikan Pukat Hela (trawls) dan Pukat Tarik (seine nets) dibuat dalam rangka 
untuk mewujudkan prinsip pembangunan perikanan berkelanjutan 
(sustainable fisheries) bahwa penggunaan alat penangkapan ikan pukat 
hela dan pukat tarik di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia 
telah mengakibatkan menurunnya sumber daya ikan dan mengancam 
kelestarian lingkungan sumber daya ikan, sehingga perlu dilakukan 
pelarangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela dan pukat 
tarik. Hal ini merupakan salah satu tujuan hukum dari sisi kemanfaatan 
dari segi ekologis, selain itu juga meningkatkan taraf hidup nelayan kecil, 
meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein ikan, 
meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan ikan 
serta menjamin kelestarian sumber daya ikan. 
 Aspek kepastian menunjuk pada jaminan bahwa hukum (yang 
berisi keadilan dan norma-norma yang memajukan kebaikan) benar-benar 
berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Penerapan Peraturan Menteri 
Kelautan dan Perikanan No.2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan 
Penggunaan Alat Tangkap Ikan Pukat Hela (trawls) dan Pukat Tarik (seine 
nets) dan Peraturan Menteri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Jalur 
Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan ikan di Wilayah 
Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia memberikan aspek 
kepastian hukum bagi para nelayan dimana pengawas perikanan dalam 
hal ini merupakan salah satu penegak hukum dalam mewujudkan hukum 
dalam bidang perikanan melakukan kegiatan penangkapan ikan terhadap 
kapal yang masih menggunakan alat tangkap yang tidak ramah 
lingkungan seperti cantrang. Kegiatan penangkapan tersebut dilakukan 
setelah masa transisi yang telah diberikan oleh Menteri Kelautan dan 
Perikanan seperti yang terjadi di kota Makassar pada bulan Juni 2017, 
beberapa unit kapal yang ditangkap oleh bidang pengawasan perikanan 
bekerja sama dengan angkatan laut yang masih menggunakan alat 
tangkap yang dilarang. Namun, kapal yang ditangkap oleh petugas 
diberikan toleransi sesuai dengan kebijakan Presiden Joko Widodo yang 
memutuskan bahwa penggunaan alat tangkap cantrang hanya 
diperbolehkan sampai dengan akhir tahun 2017. Pengawas perikanan 
dalam hal ini mengedepankan aspek peraturan (rule) dengan berpegang 
teguh pada asas legalitas formal dalam menerapkan hukum.43  
 Apabila ditinjau dari teori tujuan hukum, maka larangan 
penggunaan alat tangkap cantrang dari aspek keadilan, tidak 
menimbulkan keadilan bagi masyarakat nelayan karena penerapan 
peraturan menteri tersebut hanya memihak kepada nelayan kecil bukan 
untuk nelayan besar karena peraturan menteri tersebut tidak memberikan 
solusi kepada keberlanjutan usaha perikanan tangkap oleh nelayan besar. 
Hal ini menimbulkan ketidakadilan antara nelayan kecil dan nelayan 
besar. Keadilan memang merupakan konsepsi yang abstrak. Namun 
demikian di dalam konsep keadilan terkandung makna perlindungan hak, 
persamaan derajat dan kedudukan di hadapan hukum, serta asas 
proporsionalitas antara kepentingan individu dan kepentingan sosial. Sifat 
abstrak dari keadilan adalah karena keadilan tidak selalu dapat dilahirkan 
dari rasionalitas, tetapi juga ditentukan oleh atmosfir sosial yang 
dipengaruhi oleh tata nilai dan norma lain dalam masyarakat. Oleh karena 
itu keadilan juga memiliki sifat dinamis yang kadang-kadang tidak dapat 
diwadahi dalam hukum positif. Adil pada hakekatnya bermakna 
menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa 
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saja apa yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu asas bahwa 
semua orang sama kedudukannya di muka hukum (equality before the 
law).  
 Hukum sebagai pengemban nilai keadilan menurut Radbruch 
menjadi ukuran bagi adil tidak adilnya tata hukum. Tidak hanya itu, nilai 
keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Dengan 
demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. 
Keadilan menjadi dasar bagi tiap hukum positif yang bermartabat. Oleh 
sebab itu, agar suatu hukum tersebut memenuhi aspek keadilan dengan 
memperhatikan substansi dari suatu hukum itu sendiri yaitu dengan tidak 
bersifat memihak melainkan harus juga memperhatikan kepentingan 
semua golongan. 
 Penerapan peraturan menteri tersebut apabila dikaji dari aspek 
kemanfaatan maka peraturan menteri tersebut memberikan kemanfaatan 
ekologis, kemanfaatan ekonomi maupun kemanfaatan sosial dan budaya. 
Kemanfaatan dari aspek ekologis memberikan manfaat bagi lingkungan 
laut dalam mewujudkan prinsip pembangunan perikanan berkelanjutan 
(sustainable fisheries). Kemanfaatan secara ekonomis dilihat dari jumlah 
pendapatan yang diperoleh oleh masyarakat nelayan setelah 
diberlakukannya peraturan menteri tersebut bahwa peraturan menteri 
tersebut meningkatkan pendapatan bagi nelayan kecil bukan untuk 
nelayan besar padahal sudah menjadi kewajiban negara untuk 
menyejahterakan seluruh masyarakat. Hal ini sesuai dengan teori yang 
dikemukakan oleh Mr. R. Kranenburg mengenai teori Welfare State yang 
menyatakan bahwa negara harus secara aktif mengupayakan 
kesejahteraan, bertindak adil yang dapat dirasakan seluruh masyarakat 
secara merata dan seimbang, bukan menyejahterakan golongan tertentu 
tetapi seluruh rakyat. Dalam keadaan yang dirasakan oleh para nelayan 
gusung dan nelayan sumpang binangae, penerapan dari Peraturan 
Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2/PERMEN-KP/2015 tentang 
Larangan Penggunaan Alat Tangkap Pukat Hela (trawls) dan Pukat Tarik 
(seine nets) hanya menyejahterakan nelayan kecil saja tanpa melihat dari 
keberlanjutan perekonomian nelayan besar jika terjadi pemberhentian dari 
alat tangkap pukat hela dan pukat tarik tanpa adanya solusi bagi nelayan 
besar untuk sejahtera. 
TABEL 1. Data Pengguna Alat Tangkap Cantrang44 
No. 
Kabupaten/  
Kota 
Tahun 
2015 2016 2017 
1. Makassar 254 169 58 
2. 
Kabupaten 
Barru 
109 
57 20 
 
 Berdasarkan hasil penelitian penulis di Dinas Kelautan dan 
Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan dan Dinas Perikanan Kabupaten 
Barru, Pengguna kapal cantrang di Provinsi Sulawesi Selatan mulai 
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 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan 
berkurang dari  254  kapal cantrang menjadi  58 kapal cantrang.45 
Selanjutnya di Kabupaten Barru sendiri pengguna alat tangkap cantrang 
semakin berkurang dari 109 kapal cantrang menjadi  20  kapal cantrang.46 
Hal ini menujukkan bahwa meningkatnya kesadaran nelayan akan 
pentingnya kelestarian sumberdaya ikan. 
 Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik perbandingan antara 
aspek ekonomi yaitu, pendapatan nelayan tradisional meningkat 
sedangkan pendapatan nelayan cantrang menurun. Alat tangkap cantrang 
diganti menjadi alat tangkap yang ramah lingkungan, sebagian nelayan 
mengganti alat tangkap mereka dengan cara memodifikasi alat tangkap 
tersebut akan tetapi fungsi dan kegunaannya sama dengan cantrang yaitu 
merusak ekosistem laut. Selanjutnya yaitu aspek sosial, dimana hubungan 
antara nelayan cantrang dengan nelayan tradisional berubah. Terjadi 
konflik antar nelayan, tingkat kesejahteraan nelayan akan menurun, serta 
terjadi pelanggaran jalur yang sudah ditetapkan oleh kementrian kelautan. 
Aspek ekologi, dimana ekosistem laut tidak terancam punah/ dapat 
diminimalisirkan kerusakannya serta jumlah produksi ikan dapat terkontrol 
dengan baik. 
  Penulis menggunakan analisis SWOT dalam menentukan data 
yang telah di dapatkan, yaitu; 
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1. Strength (Kekuatan) 
a. Dinas Kelautan dan Perikanan memiliki kewenangan dalam 
menegakkan hukum terhadap pelarangan cantrang. 
b. Adanya pelarangan penggunaan alat tangkap cantrang dapat 
memulihkan kembali ekosistem laut. 
2. Weakness (Kelemahan) 
a. Kurangnya sosialisasi oleh pemerintah daerah dalam hal ini 
dinas kelautan dan perikanan terhadap peraturan larangan 
penggunaan cantrang. 
b. Terbatasnya bantuan untuk penggantian alat tangkap yang lebih 
ramah lingkungan. 
3. Opportunities (Peluang) 
a. Sumber daya perikanan yang melimpah dan sifat ikan yang 
mampu beregenerasi dengan baik membuat sumber daya 
perikanan tidak akan berkurang dengan waktu yang cukup lama 
selama proses penangkapan ikan dilakukan dengan baik dan 
menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan. 
b. Kebutuhan masyarakat akan ikan semakin tinggi. 
4. Threats (Ancaman) 
a. Adanya penggunaan alat tangkap cantrang dari luar daerah 
yang menyebabkan konflik wilayah dalam penggunaan alat 
tangkap. 
b. Kurangnya pengawasan dan perlindungan pemerintah daerah 
terhadap pelaksanaan larangan penggunaan alat tangkap 
cantrang. 
G. Upaya Pemerintah dalam keberlakuan larangan penggunaan alat 
tangkap cantrang 
 Larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) 
dan pukat tarik (seine nets) dikenal dengan nama cantrang merupakan 
salah satu upaya pemerintah untuk menjaga potensi laut Indonesia, 
secara akademis alat tangkap cantrang telah diteliti terbukti dapat 
mengancam kelestarian stok ikan nasional maupun regional serta 
kerusakan ekosistem laut dan juga mendorong hilangnya rantai 
sumberdaya perikanan. Cantrang merupakan alat tangkap yang produktif. 
Akan tetapi tidak selektif karena dengan ukuran jaring yang kecil semua 
biota laut dapat tersapu dan tertangkap, sehingga alat ini dapat dikatakan 
tidak ramah lingkungan. Maka dengan melarang penggunaan alat tangkap 
cantrang tersebut mendukung upaya konservasi lingkungan. Dalam 
penjelasan Pasal 12 Undang-Undang Lingkungan Hidup, pengertian 
konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya mengandung tida 
aspek, yaitu: 
1. Perlindungan sistem penyangga 
2. Pengawetan dan pemeliharaan keanekaragaman jenis tumbuhan 
dan satwa serta ekosistemnya pada mata air, darat dan udara 
3. Pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan 
ekosistemnya. 
 Pemerintah dalam hal ini Kementrian Kelautan dan Perikanan 
(KKP) menetapkan penangguhan kebijakan pelarangan alat tangkap 
cantrang hingga akhir 2017. Meskipun aturan larangan penggunaan alat 
tangkap cantrang sudah dilarang sejak lama, penggunaan alat tangkap 
yang termasuk jenis pukat tarik berkapal ini masih marak digunakan 
khususnya di daerah Jawa. Berbagai sosialisasi kebijakan pelarangan 
cantrang pun sudah dilakukan sejak 2009.  
 “penggunaan cantrang diperbolehkan sampai akhir 2017. Tapi selama 
 masa transisi, nelayan yang masih menggunakan cantrang tidak 
 diperbolehkan melaut ke laut wilayahnya”47 
 
 Selama masa transisi hingga akhir 2017, Kementerian Kelautan 
dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap akan 
mengalokasikan bantuan penggantian cantrang untuk kapal dengan 
ukuran di bawah 10 GT sebanyak 15.284 unit untuk nelayan di 8 Provinsi,  
yakni Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Utara, 
Kalimantan Barat, Lampung Jambi dan Sumatera Utara. Sementara untuk 
kapal yang besar (> 10 GT) akan di berikan asistensi perbankan yang 
akan membantu restrukturisasi hutang-hutang lama, mulai dari 
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penundaan, pembayaran pokok dan memberikan KUR (Kredit Usaha 
Rakyat) baru kepada nelayan.48  
 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan terus 
berupaya dalam melestarikan alam laut salah satunya dengan menekan 
penggunaan alat tangkap cantrang. Dengan diberlakukannya Peraturan 
Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang 
Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan 
Pukat Tarik (Seine Nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara 
Republik Indonesia serta Peraturan Menteri Nomor 71 Tahun 2016 
tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan 
di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, maka 
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan melalui bidang 
Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan terus melakukan 
sosialisasi kepada masyarakat di wilayah kota makassar. Sosialisasi ini 
selain bertujuan untuk menyampaikan kepada masyarakat tentang adanya 
peraturan menteri yang melarang penggunaan alat tangkap cantrang. 
Selain itu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan juga 
mengadakan patroli laut bekerjasama dengan angkatan laut guna 
mengantisipasi terjadinya konflik, dan pemakaian alat penangkapan ikan 
yang tidak ramah lingkungan.49  
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H. Faktor Penghambat Penegakan Hukum tentang Larangan  
 Penggunaan Alat Tangkap Cantrang Pada Jalur Penangkapan 
 Ikan 
 Indonesia merupakan negara yang memiliki luas lautan yang 
sangat luas. Negara dengan luas lautan yang sangat luas membuat 
Indonesia merupakan salah satu negara maritim. Dengan kondisi alat 
lautan yang mendukung, banyak masyarakat Indonesia yang bermata 
pencaharian sebagai nelayan. Mereka yang mata pencahariannya 
sebagai nelayan umumnya berpendidikan rendah, mereka hanya tahu 
sebagai nelayan, pulang harus mendapatkan ikan dengan cara apapun 
mereka mendapatkan hasil tangkapan.  
Pembangunan sektor perikanan memberikan dampak yang sangat 
signifikan terhadap pertumbuhan bidang ekonomi. Berbagai hal sudah 
dilakukan pemerintah demi upaya menjaga dan memanajemen 
sumberdaya yang ada sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang 
Dasar 1945 (pasal 33) maupun Undang-Undang Perikanan No. 31 tahun 
2004, yang intinya memberikan mandat kepada pemerintah di dalam 
mengelola sumberdaya alam untuk kesejahteraan rakyat dengan 
memperhatikan kelestarian dan keberlanjutan sumberdaya tersebut. 
Sumberdaya ini secara umum disebut atau termasuk dalam kategori dapat 
pulih. Namun, kemampuan alam untuk memperbaharui ini bersifat 
terbatas. Jika manusia mengeksploitasi sumberdaya melelebihi batas 
kemampuannya untuk melakukan pemulihan, sumberdaya akan 
mengalami penurunan, terkuras dan bahkan menyebabkan kepunahan. 
Salah satu untuk menjaga kelestarian ikan pemerintah mengatur tentang 
alat tangkap ikan yang ramah lingkungan.  
 Dalam menerapkan penegakan hukum tentang larangan 
penggunaan alat tangkap cantrang ini, ada beberapa hambatan yang 
dialami oleh pemerintah maupun nelayan. Beberapa faktor yang 
menghambat diantaranya adalah: 
1. Hukum 
 Hambatan pertama adalah faktor hukum itu sendiri, dimana 
peraturan yang di terbitkan oleh kementerian kelautan dan perikanan yaitu 
Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan 
Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine nets) 
serta Peraturan Menteri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Jalur 
Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah 
Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia merupakan aturan 
yang banyak menimbulkan banyak pro dan kontra, karena dampak yang 
ditimbulkan menyangkut hidup masyarakat. 
 Oleh karena itu, seharusnya ada pendekatan khusus yang 
dilakukan oleh kementerian kelautan dan perikanan Republik Indonesia 
sebelum menetapkan peraturan tersebut.  
2. Penegak Hukum 
 Penegak hukum harus menjalankan tugasnya dengan baik sesuai 
dengan peranannya masing-masing yang telah diatur dalam peraturan 
perundang-undangan. Dalam menjalankan tugas tersebut dilakukan 
dengan mengutamakan keadilan dan profesionalisme, sehingga menjadi 
panutan masyarakat serta dipercaya oleh semua pihak termasuk semua 
anggota masyarakat. Salah satu faktor penghambat penegakan hukum 
Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan 
Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine nets) 
serta Peraturan Menteri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Jalur 
Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah 
Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia adalah kurang tegas 
menjalankan tugasnya sehingga masyarakat nelayan kurang memiliki 
kepercayaan kepada pemerintah. Seperti yang pernah terjadi di 
kabupaten Barru, bidang pengawasan kapal menangkap satu unit kapal 
cantrang di pantai sumpang binangae dan pemilik kapal cantrang sempat 
diamankan di kantor kepolisian resor (POLRES) Barru, Namun selang 
beberapa hari setelah diamankan tidak ada kelanjutan dari kasus 
tersebut.50  
3. Sarana Pendukung 
 Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan dalam rangka 
penegakan hukum adalah tersedianya sarana dan prasarana yang terkait 
langsung dengan penegakan hukum bidang sektor kelautan. 
 Sarana pendukung merupakan faktor yang sangat penting untuk 
suksesnya upaya penegakan hukum, dalam upaya penegakan hukum 
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sektor kelautan, sarana pendukung yang dibutuhkan seperti kapal patroli 
pertugas dan anggaran untuk melakukan patroli. 
 Untuk wilayah operasi laut di Kabupaten Barru hanya terdapat 2 
kapal ukuran sedang, dan tidak memiliki Speed Boat/Perahu Motor yang 
di gunakan petugas untuk melakukan patroli51. Jumlah kapal tersebut tidak 
sesuai apabila dibandingkan dengan jumlah kapal nelayan yang 
beroperasi.  
4. Sosial  
 Faktor penghambat penegakan hukum larangan penggunaan alat 
tangkap cantrang ini adalah masyarakat sebagai objek hukum dimana 
nelayan tidak memiliki kesadaran akan ekosistem laut akan rusak apabila 
mereka menggunakan cantrang secara terus menerus.52 Kesadaran 
masyarakat sangat penting dalam menegakkan hukum tentang larangan 
penggunaan alat tangkap cantrang, masyarakat harus tahu bagaimana 
pentingnya menangkap ikan dengan cara yang benar dan harus 
menyadari bahwa laut dan ikan-ikan yang ada didalamnya juga akan 
dibutuhkan bagi generasi yang akan datang sehingga memanfaatkan apa 
yang ada di laut seharusnya diimbangi dengan merawat laut dan menjaga 
perkembangbiakan ikan. Budaya sadar hukum menjadi salah satu 
pendukung kesuksesan sebuah penegakan hukum. Larangan 
penggunaan alat tangkap cantrang memiliki tujuan utama yakni menjaga 
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 Hasil wawancara dengan Marwan Edy kepala  seksi bidang pengendalian 
mutu pembudidaya ikan, pada hari  Selasa 04 Juli 2017, Pukul 14.15 WITA 
kelestarian ekosistem laut, baik habitatnya maupun proses 
perkembangbiakan ikan yang hidup didalamnya, hal tersebut akan sangat 
bermanfaat bagi kebutuhan stok hasil laut untuk generasi mendatang.  
5. Ekonomi 
 Hal yang menjadi permasalahan saat ini adalah pelarangan alat 
tangkap cantrang menimbulkan permasalahan khususnya bagi ekonomi 
nelayan. Keputusan untuk mewajibkan nelayan meninggalkan alat 
tangkap yang tidak ramah lingkungan tidak diiringi dengan upaya 
kompensasi penggantian alat tangkap tersebut. Biaya penggantian alat 
tangkap yang tinggi menjadi kendala nelayan untuk mengganti alat 
tangkap. Namun pemerintah tetap berupaya mengadakan pendampingan 
terhadap proses transisi penggantian alat tangkap.53 Menurut penulis, 
Proses penggantian alat tangkap sebetulnya belum sepenuhnya siap. 
Dengan tidak adanya kompensasi bagi nelayan cantrang untuk mengganti 
alat tangkapnya, membuat nelayan harus mencari dana. Program 
pembiayaan dari perbankan untuk nelayan 10 GT ke atas belum siap. 
Skim kredit bukan khusus alat tangkap sehingga nelayan akan sulit untuk 
mengganti alat tangkap. 
Pemerintah seharusnya menjamin kepada nelayan untuk bisa 
mengganti alat tangkap tanpa memberatkan nelayan itu sendiri. 
Pemerintah juga perlu memberikan pelatihan kepada nelayan mengenai 
penggunaan teknologi alat tangkap yang lebih ramah lingkungan.  
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Saat ini pemerintah memberikan bantuan pengganti alat tangkap 
cantrang kepada nelayan namun pembagian tersebut sepertinya tidak 
merata, hal ini karena terbatasnya alat pengganti yang dibagikan oleh 
pemerintah sehingga sebagian nelayan tidak mendapatkan pengganti alat 
tangkap.54 
6. Jangka waktu 
 Proses penggantian alat tangkap cantrang dengan alat tangkap 
yang ramah lingkungan membutuhkan waktu yang lama sehingga 
menghambat penegakan hukum larangan penggunaan alat tangkap 
cantrang.55 Bagaimanapun dalam sebuah kebijakan baru dibutuhkan 
waktu transisi dalam prosesnya sehingga untuk mengganti alat tangkap 
cantrang dengan alat tangkap yang ramah lingkungan ini dibutuhkan 
penambahan waktu sampai dengan nelayan bisa beradaptasi dengan 
kebijakan pelarangan penggunaan alat tangkap cantrang.  
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
  Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, 
maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 
1. Pelaksanaan ketentuan hukum tentang larangan penggunaan alat 
tangkap cantrang pada jalur penangkapan ikan di wilayah 
kelurahan Gusung dan kelurahan Sumpang Binangae telah 
dilakukan sosialisasi oleh dinas kelautan dan perikanan provinsi 
Sulawesi Selatan dan Kabupaten Barru, adapun hasil yang 
diperoleh hingga saat ini yaitu penggunaan alat tangkap cantrang 
mulai berkurang.p 
2. Faktor penghambat dalam penegakan hukum larangan 
penggunaan alat tangkap cantrang di Kelurahan Gusung dan 
Kelurahan Sumpang Binangae, pertama alasan ekonomi dan 
finansial. Pengadaan dan penggantian alat tangkap baru 
membutuhkan dana yang tidak sedikit. Kedua, proses verifikasi 
kapal dengan alat tangkap baru membutuhkan waktu yang lama, 
sehingga perlu waktu untuk mengganti alat tangkap cantrang ke 
alat tangkap yang ramah lingkungan. Ketiga, kurangnya 
pemahaman kesadaran dari masyarakat nelayan akan pentingnya 
kelestarian ekosistem laut demi generasi yang akan datang. 
 
B. Saran 
Setelah melakukan penelitian, beberapa hal yang dapat disarankan 
oleh penulis, yaitu; 
1. Pemerintah dalam hal ini kementerian kelautan dan perikanan tetap 
konsisten dan berani dalam menerapkan peraturan tentang 
larangan penggunaan alat tangkap cantrang, karena akan sangat 
bermanfaat bagi kelestarian ekosistem laut. Selain itu, Perlu juga 
dilakukan analisis penerapan alat tangkap cantrang dan dampak 
penerapan bagi ekosistem laut dalam kurun waktu lima tahun 
belakang oleh para akademisi, sehingga terlihat jelas apakah 
cantrang bersifat merusak atau tidak, serta faktor-faktor yang 
menyebabkan penerapan cantrang dapat merusak ekosistem laut.  
2. Melakukan sosialisasi dengan masyarakat nelayan agar dapat 
menemukan solusi alat tangkap baru yang ramah lingkungan, 
namun memiliki nilai ekonomi yang tinggi secara partisipatif agar 
peraturan yang diterapkan tidak merugikan berbagai pihak yang 
terlibat dalam usaha perikanan tangkap cantrang. Nelayan juga 
diajak berdiskusi terkait alat tangkap yang ramah lingkungan dan 
memiliki harga yang terjangkau, sehingga nelayan bisa beradaptasi 
dengan perubahan yang akan terjadi dan dapat memilih strategi-
strategi untuk bertahan hidup. 
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